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ABSTRAK

Nama : Gadis Aditya Siregar

NPM  :0706201834

Judul : Tinjauan Yuridis Perkara Kepailitan Daldhal Debitur Kurang Harta Yang
Disebabkan Oleh Hibah Dalam Harta Bersama (StudsukKa: Putusan
No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST)

Lembaga kepailitan merupakan sita umum atas haatétul pailit. Terdapat peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang mengatur amgeapailitan, namun kenyataanya
masih saja terdapat harta debitur pailit yang Idias bundle pailit. hibah adalah salah satu
cara yang dilakukan agar terbebas dari penyitaata lpailit. Gunawan Tjandra adalah

pengusaha kaya sebagai penjamin perseorangan &@&mRr Jaringan Nusantara (PJN)
yang telah mendapatkan kredit dari Rabo Bank. &et&T.PJN wanprestasi, maka
otomatis Gunawan Tjandra sebagai penjamin harusrggung jawab atas kewajiban
PT.PJN. lalu Gunawan pun diputus pailit oleh perigadchiaga Jakarta Pusat, dan telah
menunjuk kurator sebagai pengurus dan pemberestani@a Setelah dicari lebih lanjut,

ternyata Gunawan tidak punya cukup harta untuk nagarbutang karena harta yang ada
tidak terbukti miliknya. Selain itu, Gunawan telahenghibahkan sebagian hartanya
kepada istri dan anak-anaknya. Hal tersebut ditgpmdeh KUHPerdata yang menyatakan
bahwa, antara suami dan istri tidak diperbolehkatulku melakukan penghibahan benda
tetap yang berwujud. Hal tersebut dikarenakan pbaldalam perkawinan terdapat
percampuran harta antara suami dan istri. Namuandaindang-undang kepailitan yang
diatur hanyalah larangan hibah dengan jangka waktahun sebelum pailit tersebut
diputus. Peraturan dalam Undang-undang kepailiGazeebut sangat merugikan pihak
kreditur.

Kata kunci: Jaminan Perseorangan, Hibah, Kepaijlldanta Bersama
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ABSTRACT

Name : Gadis Aditya Siregar

NPM  :0706201834

Title  : Legal Analysis on Insufficiency of Deb® Assets Caused by Grants in Joint
Assets in a Bankruptcy Case (Study Case: The @ecisf the Commercial
Court of Central JakartaNo.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKTEP)

Bankruptcy institution is a general confiscationagkets of the bankrupt debtor. There are
laws in Indonesia governing this bankruptcy mattemvever, in practice there are some
assets of the bankrupt debtor which may not beided in the bankruptcy bundle. Grant is
one of the methods used to get relief from the isoafion of bankruptcy assets. Gunawan
Tjandra is a wealthy businessman who acted asntffigidual guarantor of PT. Pratama
Jaringan Nusantara ("PT. PJN") which has received from the Rabo Bank. Once PT.
PJN conducted a default, automatically Gunawan drgm@s the guarantor must bear the
responsibility on the obligation of PT. PIJN. Gunawgandra was then declared bankrupt
by the Commercial Court of Central Jakarta whicterafards appointed a caretaker and
curator for his assets settlement. After a furtheestigation, it was revealed that Gunawan
Tjandra did not have sufficient assets to settbedbbts because some of the assets were
proven not his belonging. In addition, Gunawan @fanhas donated some of his assets to
his wife and children. This action is prohibited den the Indonesian Civil Code
("KUHPerdata") which stated that it is not allowedprovide grant of tangible immovable
assets between husband and wife. This prohibigatipulated because in a marriage there
is a fusion of assets between husband and wife.eiMery under the bankruptcy laws the
prohibition is only to the provide grants for aipérof one year prior to the decision of
bankruptcy. This kind of provisions under the baipkcy laws is very detrimental to the
creditors.

Keywords: Individual Guarantee, Grants, BankruphMgrital Assets.
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Bab |
Pendahuluan
1.1 Latar belakang

Dalam dunia bisnis, sangat dipahami dana merupdianterpenting bagi
pelaksanaan bisnis. Dana yang terdiri dari moatplity) dan pinjamanléan) itu didapat
dari pemegang saham atau pihak ketiga yang menpiigeman. Pinjaman tersebut
kemuadian menjadi utang bagi pelaku bisnis. Biazgrifiak ketiga adalah perbankan
walaupun dimungkinkan bahwa pihak ketiga bukanlsglarbankan. Perusahaan atau
yang meminjam menjadi debitur dan yang meminjantkanjadi kreditur.

Dampak dari krisis moneter pada tahun 1997 adalatuldi dari penutupan
sebanyak 16 bank hingga kemudian sampai menutlga38 Negara banyak membantu
bank-bank tersebut dengan memberikan jaminan. RRadgal 26 februari 1998 dibentuk
Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) oleterpgah dengan keputusan
Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 1998amgn pembentukan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional untuk membantu kmnk-ktersebut. BPPN
mempunyai kekuatan penuh untuk mengurus perbankag wakit, menagih utang
perbankan yang ditutup, dan atau dimasukan ke BPPN.

IMF turun tangan disebabkan negara Indonesia dastawbanyak meminjam
uang keluar negeri. Pada tahun 1997 dan 1998 utasgbut kebanyakan telah jatuh
tempo? Lalu IMF mendesak Indonesia untuk segera mempérhaidang-undang
kepailitan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. itdatlisebabkan betapa pentingnya
hukum kepailitan dalam lalu lintas bisnis, baikrdionesia maupun di Negara asing.

Untuk mempercepat berlakunya hukum kepailitan mp&merintah memakai
peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PER$@ingga tidak memerlukan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penatiepailitan yang lama diubah
dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un(RERPU) No.1 tahun 1998
tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) tentepgilkan yang ditetapkan tanggal
22 april 1998.

1 http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/04/nrs,20040504-03,id.html ,
Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.

2 http://www.infobanknews.com/2009/12/christianto-wibisono-kasus-likuidasi-16-bank-
pada-1997/ , Diunduh pada tanggal 20 Desember 2010.
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Kemudian pada tanggal 9 september 1998 PERPU tersietapkan menjadi
Undang-Undang No.4 tahun 1998 tentang penetapaatupan pemerintah penganti
Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahas @hdang-Undang tentang
kepailitan menjadi Undang-Undang yang dikenal dangildang-Undang Kepailitan
(UUK), yang diharapkan dapat mengantisipasi keadtsiais moneter tersebtitNamun
karena terdapat kelemahan-kelemahan yang terdagatyU yang ada, maka dicetuskan
untuk memperbaiki undang-undang tersebut. Padant&i004 diundangkan Undang-
Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan idsan Kewajiban Pembayaran
Utang.

Dibentuk pengadilan niaga dan untuk pertama kalperagadilan niaga dibentuk
pada pengadilan negeri Jakarta pusat sehingga seenohonan pailit dan penundaan
kewajiban pembayaran hutang seluruh Indonesia ldiajlke pengadilan niaga pada
pengadilan negeri Jakarta pu$aeterbatasan sumber daya manusia menjadi alasan
hanya ada satu pengadilan niaga tetapi tidak bedgma dikarenakan kebutuhan
pengadilan niaga dan sumberdaya yaitu hakim-hakaegansemakin banyak tersedia
melalui Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, petaér membentuk pengadilan
negeri lainnya yaitu pada pengadilan negeri Ujuagdang, Pengadilan Negeri Medan,
Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Neget &ys’

Beberapa peraturan telah dibuat di Indonesia yagiggatur mengenai kepailitan,
namun tetap saja masih terdapat beberapa celah depaf membebaskan tanggung
jawab seseorang dalam perkara kepailitan. Salahcgaittohnya dengan menggunakan
alasan “tidak cukup harta” yang diajukan oleh komatseperti dalam suatu kasus
kepailitan seperti halnya dalam kasus kepail@amawan Tjandra.

Tidak cukup harta yang menjadi alasan pencabutpaiktan tersebut menjadi
dasar pembebasan terhadap debitur untuk membebaBkadari kewajiban yang

seharusnya dijalankan. Salah satu cara dalam meskeb harta yang dimiliki oleh

® http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tablD=61&src=a&id=174885 , diunduh pada
tanggal 21 Desember 2010.

* http://www.slideshare.net/joehasan/sejarah-hukum-kepailitan-di-indonesia , Diunduh
pada tanggal 21 Desember 2010.

® Ibid.
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debitur tersebut adalah dengan menghibahkan handabya, baik benda tetap maupun
benda bergerak kepada orang lain, yang dalam hadlebitur menghibahkan harta
bendanya kepada anak dan istrinya.

Di Indonesia, hibah mempunyai ketentuan atautpera tersendiri yang telertak
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPm)daDalam pasal 1666
KUHPerdata, tertera pengertian hibah adalah “Suysg¢ganjian dengan mana si
penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma damgah tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperilysnerima hibah yang menerima
penyerahan itu”. Terdapat pengertian lain mengdrnbah menurut Fyzee adalah
“penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa @eanbbalasar?” Pendapat lain para
ahli mengenai hibah adalah pemberian seseorangd&ephli warisnya, sahabat
handainya atau kepada seluruh harta benda kepunymaebelum ia meninggal duhia
Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian sebagau seluruh dari harta kekayaan
seseorang kepada oranglain sewaktu masih hidupetatihan hak dari pemberi hibah
kepada penerima hibah sudah berlangsung seketijagif.

Dalam hal pengaturannya, hibah juga mempunyandgialarangan terhadap
siapa saja hibah tersebut tidak dapat dilakdkgite merujuk kepada KUHPerdata, maka
dapat ditemukan beberapa larangan yang salah satniglah penghibahan diantara
suami istri selama perkawinan masih ada. Ketenteimebut terdapat dalam pasal 1678
KUHPerdata yaitu “Dilarang adalah penghibahan ansalami istri selama perkawinan.
Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadedidh atau pemberian-pemberian
benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tefktut tinggi mengingat kemampuan
si penghibah”. Dari peraturan tersebut diatas,miitean beberapa permasalahan yang

akan dijawab pada penulisan ini.

® Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok hukum waris islam |1, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hal.2.
" H.Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam, Cet.10, (Jakarta: Wijaya, 1984), hal.204.

® Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW,
Cet.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Permai,2003), Hal. 69.

o Wirjono R. Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung,
1981), Hal. 120.
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1.2 Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalaha ndalpat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan jaminan harta pribadi dengargemgampingkan pasal 1831
KUHPerdata dalam putusan No.74/PAILIT/2009/PN.NIAGIRT.PST tentang
kepailitan, jika debitur kurang harta yang salatusga disebabkan adanya hibah
kepada istri dalam perkawinan?

2. Bagimanakah akibat hukum terhadap benda hibah dalaah yang dilakukan antara
suami istri dalam hal suami telah dinyatakan pakbagaimana dalam putusan
No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST?

1.3 M etode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaarg yaarsifat hukum normatif. Oleh

karena itu, akan diteliti data sekunder atau bdtepustakaan yang berkaitan dengan

pokok permasalahan tersebut yaitu kegiatan stuklirden yang terkait dengan topik
penulisan ini. Sumber data sekunder ini dibagi awin|

1. Bahan hukum primer, berupa Undang-undang No. 3int&004 tentang kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang, UndatapgnNo.4 tahun 1998
tentang penetapan peraturan pemerintah penggadarigrundang No.1 tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang kepailitanadiedndang-undang Perpu
No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-gntiang kepailitan dan
staatsblad 1905 no.217uncto staatsblad 1906 no.348, dan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Bahan hukum primer diatas sebagdatan hukum yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku, makalah, t&akan hukum sekunder
merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi lad&hal yang berkaitan
dengan isi sumber primer dan implementasitlya.

3. Bahan hukum Tersier, yang berupa kamus, majalatankanternet dan tulisan lain

yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hulakunder. Bahan hukum

10 gy Mamudji, et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Cet 1. (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2005), hal.31.
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tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan jpktumaupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sektnde

Selain kegiatan studi dokumen sebagai alat pengudgia sekunder, penulis juga

akan melakukan wawancara terhadap informan yaitpaBabrahim Senen. Beliau

adalah kuasa hukum yang menangani perkara ters&€alam membahas pokok

permasalahan, data dan informasi yang ada kemutlemalisis dengan pendekatan

kualitatif*?, sehingga menghasilkan data evaluatif analitis.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penulisan yang dituangkan dalam bentuk sknpgerdiri dari 4 (empat) bab,

yaitu sebagai berikut:

a.

Bab | merupakan bab yang memaparkan tentang pelodahuyang
menguraikan tentang latar belakang permasalahammpsan permasalahan,
metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il merupakan merupakan bab yang memaparkamnignteori-teori
hukum kepailitan dan pengaturannya di Indonesiajaerisertai penjelasan
pasal-pasal yang terkait.

Bab Il merupakan bab yang memaparkan tentang hilzamhharta bersama
dalam perkawinan dalam konsep hukum perdata dinesia yang mengatur
tentang hal tersebut.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan tentang enates putusan hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.74/PAILIT/208QJRT.PST tentang
kepailitan.

Bab V merupakan bab yang memaparkan kesimpulanpdaglitian ini dan
saran-saran yang berkaitan dengan hibah dalam Hetsama sebagai

rekomendasi dari penelitian ini.

11

12

Ibid.

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara
tertulis atau lisan dan perilaku nyata. (lihat Sri Mamudji, et al, Ibid., hal 67)
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BAB II
Kepailitan

2.1 Pengertian dan dasar hukum kepailitan.

Undang-undang kepailitan tidak memberikan arti ygahgs mengenai arti kepailitan
atau pailit. Namun, dari rumusan pasal 1 ayat (fhyldng-Undang No.37 tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaydtang (UUK&PKPU) dapat
diketahui kepailitan adalah sita umum atas semukayean Debitur pailit yang
pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh cudibaswvah pengawasan hakim
pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undartd Dapat dikatakan bahwa
kepailitan adalah suatu keadaan debitor tidak maatpu berhenti membayar utang-
utangnya pada saat jatuh tempo dan harus dinyatigan putusan pengadifdn.

Retnowulan dalam bukunya Kapita Selekta Hukum ekondan perbankan, seri
Varia Yustisia, yang dimaksud dengan kepailitanadaksekusi masal yang ditetapkan
dengan keputusan hakim, yang berlaku serta meztagash melakukan penyitaan umum
atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, oraypng diperoleh selama kepailitan
berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yditakukan dengan pengawasan
pihak yang berwajiy’

Menurut Subekti dan R.tjitrosoedibio, pailit adakdadaan dimana seorang debitor

telah berhenti membayar utang-utangnya. Setelaigoyang demikian atas permintaan

13 Undang-undang No.37 tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, Cet.2, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), Pasal 1 ayat(1).

1 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama) Hal. 5

!* Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Semarang: Bayu Media,2003) hal.15.
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para kreditor nya atau atas permintaan sendiri pitgadilan dinyatakan pailit, maka
harta kekuasaannya dikuasai oleh Balai Harta Pgalag selaku pengampQuyratrice)
dalam urusan kepailitan tersebut untuk dimanfaalieayi semua kreditu?.

Dalam Black law Dictionary pengertian pailit dihuigkan dengan ketidakmampuan
untuk membayar dari seorang debitur atas utanggoten yang telah jatuh tempo
ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan sindtikan nyata untuk mengajukan,
baik yang dilakukan secara suka rela oleh debg&uodisi, maupun atas permitaan pihak
ketiga (diluar debitur}’

Syamsudin Manan Sinaga berpendapat, Pailit adak#i pernyataan dari pengadilan
terhadap Debitur yang tidak mampu membayar utaaggmya yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih dan seluruh harta debitur mengawinan pembayaran utang-utangnya
setelah dijual kuratd?

Dari pengertian kepailitan tersebut diatas, daatngulkan bahwa pailit adalah:

1. Suatu keadaan debitur yang tidak mampu atau berhentbayar utang-utangnya.
2. Utang-utangnya tersebut telah jatuh tempo dan dhtzajih

3. Seluruh harta debitur pailit menjadi jaminan penavag utang-utangnya;

4. Pernyataan pailit tersebut harus dinyatakan depgarsan pengadilan.

Kepailitan hanya menyangkut harta benda debiturkaibu pribadi, kecuali
diperjanjikan lain. Karena menurut asas yang bar@am hukum perdata yang dianut
Indonesia, KUHPerdata bersifat Terbuka atau dapsingdangi apabila kedua belah
pihak menghendaki.

Dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1131 dan ddsz? perihal jaminan dari
pihak berutang bahwa seluruh harta bendanya unalinasi utang-utangnya, membagi
secara proporsional kecuali ada pihak yang bertmkkudidahulukan. Secara khusus

hukum kepailitan berdasarkan atas peraturan kepailFaillissements Verordening)

'8 Subekti dan R.Tjiptosoedibio, Kamus Hukum, Pradya Pramita, (Jakarta: 1978) hal. 89
7 Ahmad Yani dan Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada,
(Jakarta: 2004) hal.11.

18 Syamsudin Manan Sinaga, “Lembaga Kepailitan Dan Asas Keseimbangan Dalam
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor, Debitur, dan Masyarakat (Studi kasus Tentang
kepailitan PT.Asuransi Jiwa Manulife). Disertasi Program Doktor Iimu Hukum. Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan, Bandung, 2004.
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yang terdiri atas 279 pasal, yang kemudian ditetapRenjadi PUK dan saat ini telah ada
undang-undang baru agar undang-undang kepailitamjadielebih baik yaitu dengan
diundangkannya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha parasan, Undang-undang No. 1
tahun 1995 tentang perseoran terbatas atau UURa&rése UU No. 40 tahun 2007) dan
undang-undang No.16 tahun 2001 tentang yayasak tiganyebutkan secara spesifik
perihal kepailitan, hanya jika perusahaan asurgpesiseroan terbatas dan yayasan
dipailitkan oleh pengdilan maka masing-masing meuag&epada undang-undang
kepailitan yang ada.

Kepailitan perseroan terbatas diatur dalam pasaya® (1) uu No. 40 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Yang berwenang mengajukart pailpengadilan negeri adalah

direksi dengan persetujuan Rapat Umum PemegangrS@idPSs)"

Pengadilan negeri
yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengadilan Nikgeena saat UUPT diundangkan
pengadilan niaga belum terbentuk. Dalam pasal inagat (2) nya ditentukan bahwa
dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dtalalian direksi dan kekayaan
perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian alidegtilitan tersebut, maka setiap
anggota direksi secara tanggung renteng bertanggumab atas kerugian itu tetapi
sebaliknya dalam pasal 90 ayat (3) ditentukan babwggota direksi yang dapat
membuktikan bahwa kepailitan bukan kesalahan awaldiannya tidak bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas kerugian teérsebu

Kepailitan tidak dengan sendirinya mengakibatkamsgr@ean bubar, dibutuhkan
permohonan kreditur untuk membubarkan perseroaarehlakan kepailitan. Diatur
dalam penjelasan pasal 117 ayat (1) huruf C tent@agseroan Terbatas bahwa
diperlukan permohonan kreditur tersebut karena ikiga tidak dengan sendirinya
mengakibatkan perseroan bubar.

Pasal 117 ayat (1) huruf C UUPT menyatakan bahwaggm#lan negeri dapat
membubarkan perseroan atas permohonan kredituadagidn alasan:
1. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelgatdkan pailit

19 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diterjemahkan oleh Yudha Pandu,
Cet.1, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008), pasal 90 ayat (1).

Tinjauan yuridis ..., Gadis Aditya Siregar, FH Ul, 2011



2. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melusekiruh utangnya setelah

pernyataan pailit dicabut.

2.2 Pengertian utang

Definisi utang dalam UUK No.4 tahun 1998 tidak aglng ada hanyalah dalam
penjelasan pasal 1 ayat (1) nya yang menyatakamebatang yang dibayar oleh debitur
adalah utang pokok dan bunganya.

Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhbratysyarat sebagai berikut:

1. Ada utang
2. Utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapegidi
3. Debitur mempunyai minimal 2 kredita?.

Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran yang beabgzhtang pengertian utang
sebagai salah satu syarat permohonan pailit. Ragditkan yang dimaksud dengan utang
yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokiak bunganya sehingga dapat
disimpulkan pengertian hubungan hukum utang piutismi adalah hubungan hukum
didasarkan pada konstruksi hukum pinjam-meminjamgud&raian diatas adalah utang
dalam arti sempit.

Akibat dari ketidakpastian dari arti utang yangesitukakan UUK, Sutan Remi
Syahdeni berpendapat bahwa utang yang dimaksudnddldK adalah bukan setiap
kewajiban apapun juga dari debitur kepada krediarena adanya perikatan diantara
mereka, tetapi hanya sepanjang kewajiban itu betkg@ajiban untuk membayar
sejumlah uang, baik membayar itu timbul Karenagmgign apapun atau berdasar pada
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

Dalam putusan yang dikeluarkan baik oleh pengadi@aga maupun oleh
pengadilan ditingkat yang lebih tinggi banyak diapangertian utang dalam arti luas.

Dalam arti kata bahwa utang bukan hanya dihasilan adanya hubungan utang-

% http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kepailitan/ , Diunduh pada Tanggal 5 Januari
2011.

L syutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan, Memahami Faillsementsverordening Juncto
Undang-undang No.4 tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal 11.
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piutang atau pinjam meminjam saja tapi dapat jugeadal dari jual beli, hubungan
developer dengan pembelinya, jual beli saham, danrgan perdata lainnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Kartini Mulyadi yahgrpendapat bahwa
pengertian utang dalam UUK adalah setiap kewajibemitur kepada krediturnya baik
kewajiban itu adalah untuk memberikan sesuatu,kub&ubuat sesuatu atau untuk tidak
berbuat sesuafd.

Oleh karena perbedaan pendapat diatas, maka sdngathting jika pengertian
utang didefinisikan dalam Undang-undang. Itulahaantlain sebabnya sehingga
UUK&PKPU dalam pasal 1 butir (6) memberikan definiang sebagai berikut:

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau ddipgatakan dalam jumlah uang baik
dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asikgsdcara langsung maupun yang
akan timbul dikemudiaan hari atau kontijen, yamgbtil karena perjanjian atau undang-
undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan bilakidlipenuhi member hak kepada
debitur dan bila tidak dipenuhi member hak kepadadikur untuk mendapat
pemenuhannya dari kekayaan debftur.

2.3 Hukum Jaminan

Dalam KUHPerdata, tidak ditemukan mengenai peragertientang hukum
jaminan. Namun, istilah hukum jaminan ternyata menyai makna yang lebih luas dan
umum serta bersifat mengatur dibandingkan dengé&ndminan seperti halnya hukum
kebendaan yang mempunyai ruang lingkup yang lebés Idan mempunyai sifat
mengatur dari pada hak kebendaan.

Petunjuk yang dapat dipakal untuk menenukan rumimsaiman adalah pasal
1131 dan 1132 KUHPerdata yang mensyaratkan bahwea tdiperjanjikanpun seluruh
harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pgsamutangnya.

Beberapa perumusan atau definisi tentang jaminan hd&kum jaminan telah
dikemukakan beberapa para ahli hukum. Menurut Margadruzaman merumuskan,

jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikam sderang debitur dan atau pihak

2 |pid,. hal 109.

2 Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Op.Cit., Pasal 1 ayat(6).
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ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibanngalam suatu perikatéf.
Sedangkan Thomas suyatno, seorang ahli perbankayatagan bahwa jaminan adalah
penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggup@&orases untuk menanggun
pembayaran kembali suatu utafig.

Pendapat lain dikemukakan oleh J.Satrio berpendagltva hukum jaminan
adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jamjamainan piutang seorang
kreditur terhadap seorang debitfir.Yang terakhir adalah pendapat dari Hartono
Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu diiegkan debitur kepada kreditur
untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan nmeimekewajiban yang dapat

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikéfa

Sedangkan sifat perjanjian jaminan mempunyai Ss#atesoir, yang artinya
perjanjian tembahan yang tergantung dengan peafjargokoknya. Perjanjian pokok
adalah perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjiataing-piutang yang diikuti dengan
perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjiarbaaen tersebut dimaksudkan agar
keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya ddpaupa jaminan kebendaan
maupun jaminan perorangan.

Sifataccesoir dari hak jaminan dapat menimbulkan akibat hukubagei berikut:

a. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergamkemgan perjanjian pokok.

b. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tanalogliga batal.

c. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian taamjuga beralih.

d. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, swsiogiaka perjanjian tambahan juga

beralih tanpa penyerahan khusus.

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum damgankhusus. Pasal 1131

KUHPerdata mencerminkan suatu perjanjian yang um&®edangkan pasal 1132

% Mariam Darus Badrulzaman, “Permasalahan Hukum Hak Jaminan”, Hukum Bisnis
(volume 11, 2000), Hal.12.

% Thomas Suyatno, “Dasar-DasarPerkreditan”, (Jakarta: PT.Gramedia, 1989), Hal.70.

% J. Satrio, “Hukum Jaminan Kebendaan”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991),
Hal.3.

" Hartono Hadisaputro, “Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan”,
(Yogyakarta: Liberty,1984), Hal. 50.
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KUHPerdata disamping sebagai kelanjutan dan penysrapn pasal 1131, yang
menegaskan persamaan kedudukan para krediturnrjagaungkinkan diadakannya suatu
jaminan khusus apabila diantara para kreditur ddaaa- alasan yang sah untuk
didahulukan dan hal ini dapat terjadi karena ketmtundang-undang maupun karena
diperjanjikan.

2.3.1 Jaminan umum

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segaladadoeisi berhutang, baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yamgh ada maupun yang akan
ada dikemdian hari, menjadi tanggungan untuk segeakatan perseorangan.
Sedangkan pasal 1132 KUHPerdata menyatakan, kedremeisebut menjadi jaminan
bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkanypagendapatan penjualan
benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangaity ynenurut besar kecilnya
piutang masing-masing kecuali apabila diantara pargiutang itu ada alasan-alasan
yang sah untuk didahulukan.

Dari definisi tersebut yang dapat disimpulkan bah@aminan umum adalah
jaminan yang diberikan bagi kepentingan semuaitkredan menyangkut semua harta
kekayaan debitu®® Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukeaegibkreditur
tertentu dan dari hasil penjualannya dibagikantdi@npara kreditur seimbang dengan
piutangnya masing-masing.

Jadi apabila terdapat lebih dari satu kreditur dasil penjualan harta benda
debitur cukup untuk menutupi utang-utangnya kepgadditur, maka mana yang harus
didahulukan dalam pembayarannya diantara para turetidaklah penting karena
walaupun semua kreditur sama atau seimbang (komkutedudukannya masing-
masing akan mendapatkan bagiannya sesuai dengangipiutangnya.

Adanya beberapa kreditur, baru menimbulkan masgkeh hasil penjualan harta
kekayaan debitur tidak cukup untuk melunasi utataggnya. Dalam hal ini akan

tampak betapa pentingnya menjadi kredipueferent yaitu kareditur yang harus

®  Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi

Jaminan, Jilid 2, Cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), Hal. 7.
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didahulukan dalam pembayarannya diantara kredieolur lainnya jika debitur
melakukan wanprestasi.

Karena kreditur umum menyangkut seluruh harta betedstur maka ketentuan
pasal 1131 KUHPerdata dapat menimbulkan dua kenmiagkyaitu pertama adalah
kebendaan tersebut sudah cukup memberikan jamiepadi kreditur jika kekayaan
debitur paling sedikit sama ataupun melebihi jumlahng-utangnya. Artinya hasil
bersih dari penjualan harta kekayaan debitur dapatutupi atau memenuhi seluruh
utang-utangnya, sehingga semua kreditur akan nmeaquelunasan piutang masing-
masing karena pada prinsipnya semua kekayaan detapat dijadikan pelunasan
utang.

Kemungkinan kedua adalah harta benda debitur td&kp memberikan jaminan
kepada kreditur dalam hal nilai kekayaan debitur kuirang dari jumlah utang-
utangnya atau bila pasivanya meleihi dari aktivartyal ini dapat terjadi mungkin
karena harta kekayaannya menjadi berkurang nilaatga apabila harta kekayaan
debitur dijual kepada pihak ketiga sementara utaaggnya belum dibayar lunas.

Atau dapat pula terjadi lebih dari seorang kreditnelaksanakan eksekusi,
sementara nilai kekayaan debitur hanya cukup untekutupi satu piutang kreditur.
Jika hanya ada satu kreditur saja, maka ia daplaksanakan eksekusi atas kekayaan
debitur secara bertahap sampai piutang-piutangegfanasi semuanya atau sampai
benda debitur habis terjual.

Perbuatan debitur yang menjual harta bendanya kep#rik ketiga tentu saja
dapat merugikan para kreditur, hal ini antara theebabkan hak menagih para kreditur
tidak mengikuti harta benda yang bersangkdiakarena itu jaminan umum kurang
memberi rasa aman disamping kurang menjamin pearb&redit oleh pihak pemberi
kredit karena disatu pihak apabila ada beberapdituremaka kedudukan mereka
adalah konkuren. Dilain pihak, debitur dapat mekaku tindakan yang merugikan
kreditur. Itulah sebabnya dalam praktek perbankaminan umum tidak memberi
kepuasan pada pihak kreditur. Kreditur baru merasean jika ada benda-benda

tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai janpnaangnya.

29 |pid., Hal.60.
% |bid., Hal.61.
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2.3.2 Jaminan Khusus

Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada jaminammurilndang-Undang
memungkinkan diadakannya jaminan khusus. Hal imdajgat dari pasal 1132
KUHPerdata dalam kalimat “...... Kecuali diantara p&raditur ada alasan-alasan
yang sah untuk didahulukan”. Dengan demikian p4%8P KUHPerdata mempunyai
sifat yang mengatur dan mengisi ataupun melengkapena pihak yang diberi
kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimp®smngan kata lain ada
kreditur yang diberikan kedudukan yang lebih didakan dalam pelunasan utangnya
dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Kellmn pasal 1133 KUHPerdata
memberikan pernyataan yang lebih tegas lagi yadk thtuk didahulukan diantara
orang-orang berpiutang muncul dari adanya hak estiaseperti gadai dan hipotik.

Apa yang dimaksud dengan jaminan perorangan damgankebendaan dapat
dijelaskan sebagai berikut:

2.3.2.1 Jaminan Perorangan

Menurut Subekti, jaminan perorangan adalah suatjarpan antara
seorang berpiutang atau kreditur dengan seoranggakefang menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang aehitdr>*

Dengan demikian jaminan perorangan merupakan jamiryang
menimbulkan hubungan langsung dengan orang terégatupihak ketiga artinya
tidak memberikan hak untuk didahulukan pada bermgtald tertentu, karena harta
kekayaan pihak Kketiga tersebut hanyalah merupakamingan bagi
terselenggaranya suatu perikatan seperti perjapgaanggungarBprgtocht).

Perjanjian penanggungan adalah perjanjian yangféteescessoir jadi
apabila perjanjian pokoknya batal, maka perjanp@manggungan juga batal.
Sifat lain dari perjanjian penanggungan ditinjaui dadut cara pemenuhannya
adalah bersifat subside karena menurut pasal 1828R¢rdata pihak ketiga
(penanggung) mengikatkan diri untuk memenuhi u@elgtur jika debitur yang
bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Demikipga perjanjian

penanggungan berbentuk bebas artinya dapat dilaksé@ara lisan, tertulis atau

3 Subekti, “Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia”,
(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1989) Hal.15.
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dituangkan dalam bentuk akta dan biasanya bersiégihak karena lebih
ditekankan pada kewajiban si penanggung.

Kemudian, berdasarkan pasal 1823 KUHPerdata sesgpdepat menjadi
penanggung tanpa melalui permintaan orang yangnglitengnya (debitur)
bahkan diluar pengetahuan si debitur tersebut. iRgumgan utang harus
dinyatakan dengan pernyataan yang tegas tidak higpeinsangkakan serta tidak
diperbolehkan untuk memperluas penanggungan himggkebihi ketentuan-
ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakamayatersebut terdapat
pengaturannya didalam pasal 1824 KUHPerdata.
2.3.2.2 Jaminan Kebendaan

Jaminan kebedaan ialah jaminan yang memberikandkegeeditur atas
suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatd@nda tersebut juka
debitur melakukan wanprestasi. Benda debitur yaijmmeéhkan dapat berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jamikebendaan
kreditur mempunyai hak didahulukapréferent) dalam pemenuhan piutangnya
diantara kreditur-kreditur lainnya dari hasil pealan harta benda milik debitur.

Dalam perkembangannya, diberlakukan Undangdhg No.10 tahun
1998 tenang perbankan. Undang-undang ini tidakragegas menyebut tentang
keharusan adanya agunan dalam setiap pemberiah kfalini didasarkan pada
pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut yang makematbahwa dalam rangka
pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan praysiriah, bank umum wajib
mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang nendatas iktikad dan
kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur urglilnasi utangnya atau
mengmbalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dsgandiperjanjikan”.

Dengan demikian, jika ditinjau dari sudut kredi(bank), jaminan khusus
sebagai jaminan yang disukai akan memberigartama, kepastian kepada pihak
bank untuk memperoleh kembali piutangnya, dan ieratii memperkuat
kedudukan bankgedua, adanya halpreferent artinya ada hak yang didahulukan
bagi kreditur tersebut diatas kreditur-kreditur ntaja dalam pemenuhan

pembayaran utang debitur.
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Sedangkan ditinjau dari sudut debitur, jaminan keusapat merupakan
pertama, dorongan bagi pihak debitur agar benar-benarsh@aiuntuk membayar
utangnya dan kedua merupakan suatu peringatardbhgur untuk tidak mudah
melakukan wanprestasi.

Namun yang penting agar suatu jaminan dapat dig&km dalam suatu
jaminan yang dapat melindungi baik kepentingan tdebmaupun kreditur, ada
baiknya diperhatikan dan didasari pada pendapaRd8ubekti yang menyatakan
bahwa oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugasnoklancarkan dan
mengamankan pemberian kredit, maka untuk dapategjgakan sebagai jaminan
yang baik harus memenuhi syarat sebagai beffkut:

a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kréatit mphak yang
memerlukannya.

b. Yang tidak melemahkan potensi si pencari kreditukintnelakukan atau
meneruskan usahanya.

c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi krelditam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekmaitu bila perlu dapat
mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penedatiit.

2.4 Actio Pauliana dalam Kepailitan

Actio pauliana adalah hak yang diberikan oleh Uigdandang kepada kreditur
yang mengajukan permohonan kepada pengadilan uptrkbatalan segala
perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan holéebitur terhadap harta
kekayaannya yang diketahui oleh debitur perbuaesebut merugikan kreditur. Hak
tersebut merupakan perlindungan yang diberikan blgtum kepada kreditur atas
perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditur teagebut diatur dalam pasal
1341 KUHPerdata.

Hak-hak yang diperoleh dengan iktikad baik oleragiketiga atas barang-barang
yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu dilimgiu Untuk mengajukan hal
batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan der@ama-Cuma oleh debitur,

32 Subekti, Ibid,. Hal.24.
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kreditur cukup membuktikan bahwa debitur pada wakielakukan peruatan itu
mengetuahui bahwa dengan perbuatan demikian merkgaditurnya tanpa perduli
apakah orang yang menerima keuntungan itu juga etamginya atau tidak bahwa

perbuatan debitur tersebut merugikan para kredigurn

Dalam UUK dan PKPU, Actio Pauliana diatur dalamgbd4.- 50. Menurut pasal
41 UUK dan PKPU, untuk kepentingan harta pailitpd@a pengadilan dapat
dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum defzihg telah dinyatakan pailit
yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukabelum putusan pernyataan
pailit diucapkan. Lebih lanjut ditentukan dalam gdaél ayat (2) UUK dan PKPU
bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada aydtaflp dapat dilakukan
apabila dapat dibuktikan bahwa pada perbuatan huklakukan debitur dan pihak
dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukangetesmui atau sepatutnya

mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengedibla¢rugian bagi kreditur.

Syarat-syarat actio pauliana menurut pasal 41 Uptllatdang Nomor 37 Tahun
2004 adalah sebagai berikut:

1.Dilakukan actio pauliana tersebut untuk kepemtmg harta pailit;

2.Adanya perbuatan hukum dari Debitor;
3.Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, jadilakt cukup misalnya jika
terhadap Debitor tersebut hanya diberlakukan pesmméewajiban pembayaran

utang

4. perbuatan tersebut merugikan kepentingan (pogud Kreditor;
5. perbuatan tersebut dilakukan sebelum pernyatpaiiit ditetapkan;
6. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktenbdlik, dapat dibuktikan
bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukeamitor tersebut
mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa parbbakum tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi Kreditor;
7. kecuali dalam dalam hal-hal berlaku pembuktenbdlik, dapat dibuktikan
bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakykbak dengan siapa
perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau a&pat mengetahui bahwa

perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerbgigi Kreditor;
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8. hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang e, yaitu tidak
diwajibkan oleh perjanjian atau Undang-Undang, gepmembayar pajak

misalnya.

Salah satu syarat sehingga actio pauliana dapstutthn adalah adanya suatu
"perbuatan hukum” yang dilakukan oleh Debitor. Yatigaksud dengan perbuatan
hukum adalah setiap tindakan dari Debitor yang mamya akibat hukum.
Misalnya, Debitor menjual melakukan hibah atas amy@ itu, baik perbuatan
tersebut bersifat timbak balik ataupun bersifatlateral (berakibat kepada pihak

lain).

Minimal ada 2 (dua) elemen yang harus dipenuhi agabuatan tersebut dapat
disebut sebagai perbuatan hukum. Yaitu berbuatagesdan mempunyai akibat
hukum. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, melakukasuatu yang tidak mempunyai
akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu, tetagnpunyai akibat hukum tidak

dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingdatéickena actio pauliana.

Beberapa tindakan dibawah ini tidak dapat dibataldengan actio pauliana
karena tidak memenuhi elemen “suatu perbuatan  hukuryaitu:

1.Debitor memusnahkan asetnya;
2.Debitor menolak menerima sumbangan atau hibah;

3.Debitor tidak mengeksekusi (tidak memfinalkargtakontrak yang sudah terlebih

dahulu diperjanjikannya.

2.5 Proses Perkara K epailitan di Pengadilan Niaga

Orang, baik manusia atau badan hukum dapat diajykait seandainya
seseorang tersebut mempunyai utang. Utang tersalalit satunya telah jatuh tempo dan
dapat ditagih dan ada dua atau lebih kreditur. &@eag permohonan pailit diajukan
kepada pengadilan niaga ditempat tinggal debitat #i terdapat lima pengadilan niaga
yaitu pengadilan niaga Jakarta, pengadilan niagasseg, pengadilan niaga Surabaya,

pengadilan niaga makasar dan pengadilan niaga medan
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Pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga padgadilan negeri wajib
dikuasakan kepada advokat dan diharuskan mambajaya bperkara sebesar
Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Ini dimaksudkanaraglalam sidang-sidang dapat
dilakukan secara professional dan dapat mengejaiuwang hanya diberikan selama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak permohonan pditiaftarkan sampai dengan putusan
diucapkan.

Selain dari pengajuan kepailitan dapat diajukanajiRenundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud untuk mekagajencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebadiangukepada kreditur konkuren.
Sedangkan tujuannya adalah untuk memungkinkanmsgalebitur meneruskan usahanya
meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk mefleghiepailitar®

PKPU diajukan sendiri oleh debitur dengan dikuasakapada advokatnya,
dengan syarat-syarat yang sama dengan permohopaititee. Pengajuan PKPU harus
disertai dengan rencana perdamaian. Disini hardspgat pengakuan dari pemohon akan
utang-utangnya.

Apabila PKPU diterima maka majelis hakim memutuskaenunjuk pengurus
dan hakim pengawas serta memberi waktu selama mpafepuluh lima) hari PKPU
sementara. Dalam masa PKPU sementara acaranyalainteadalah mempertemukan
debitur dan kreditur sehingga dicapai kesepakagatigpnaian perihal utang tersebut.

Dalam hal waktu yang diberikan oleh majelis hakielama 45 (empat puluh
lima) hari tidak juga tercapai perdamaian antaeglikur dan debitur, maka majelis hakim
memperpanjang waktu, lalu PKPU sementara berubatjadiePKPU tetap. Dalam hal
PKPU tetap dan perpanjangannya telah diberikan wilgjelis hakim, namun tidak juga
terjadi perdamaian, maka debitur dinyatakan p&hbtat debitur diputuskan pailit majelis
hakim menunjuk kuratornya dan hakim pengawas umtelaksanakan putusan pailit
tersebut. Sifat putusan tersebut adalah serta rfiditiaerbar Bij Vooraad) yaitu kurator
dapat melaksanakan tugas-tugasnya walaupun ada bpkym.

2.6 Putusan Pailit dan Akibatnya

% Hartini,. Op.Cit., Hal.131
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2.6.1 Putusan Pailit

Dalam hukum acara perdata, putusan adalah putwsamn mengakhiri sengketa
atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertdPutusan ada yang bersifat
condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghupirak yang dikalakan untuk
memenuhi prestasi. Adapula yang bersifat konstjtyaitu putusan yang meniadakan
atau menciptakan suatu keadaan tertentu, dan putlsidaratoir adalah putusan
yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakayampy sah.

Putusan pailit termasuk dalam putusan deklarata@ituy putusan berupa
permohonan untuk dinyatakan pailit baik oleh delbstecara suka rela ataupun oleh
kreditur yang memohon kepada pengadilan niagadedatur dinyatakan pailit.

Majelis hakim yang menyidangkan perkara kepailéi&@an mengambil putusan
pailit. Setelah melakukan sidang-sidang di pengadilan kemudian terbukti bahwa
perkara tersebut dapat diputus pailit. Dalam arnéugan pailit disebutkan bahwa:

1. Menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hriga

2. Menunjuk hakim pengawas

3. Menunjuk kurator
4

. Menetapkan bahwa biaya kepailitan dan imbalan jkseator ditetapkan
kemudian

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.008a {uta rupiah) kepada
pemohon.

Putusan tersebut diputuskan dalam rapat permusgtamamajelis dan

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

2.6.2 Akibat Putusan Pailit

Putusan pailit bukan hanya berakibat kepada deyating dinyatakan pailit, tetapi
juga hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk meatdalegalitas dalam
menjalankan tugas-tugasnya. Debitur yang dinyatakslit baik orang perseorangan
maupun badan hukum disebut “Debitur dalam Pailit”.

Putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu kinésrhadap putusan pailit

tersebut dilakukan upaya hukum kasasi atau diaj&learinjauan Kembali (PK).
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Debitur dalam pailit kehilangan hak untuk mengurdan mengalihkan
kekayaannya yang termasuk dalam bundel pailit. Bunmhilit yang mencakup
seluruh harta kekayaan si pailit pada saat dingatagailit dengan beberapa
pengecualian untuk sipailit perorangan serta asst-gyang diperoleh selama
kepailitan, dipergnakan untuk melunasi utang-utdegada kreditor atau para
kreditur secara proporsional.

Akibat putusan itu pula, kurator dalam melakukawakan hukum dalam rangka
pengurusan dan pemberesan harta si pailit, tidekaskan mendapatkan persetujuan
dari atau memberitahukannya terlebih dahulu kepiztgtur (si pailit). Kurator pun
berwenang untuk meminjam dari pihak ketiga dan nerabi harta si pailit yang
belum dijaminkan sebelumnya dengan hak jaminan, demata-mata bila hal itu
meningkatkan nilai harta pailit.

Akibat-akibat yang lain dengan adanya putusantaitlah:

1. Terhadap perjanjian hak jaminan, sesuai pasal &6 (&y dan pasal 55 ayat (1)
UUK & PKPU bahwa setiap kreditur yang memegang taakjgungan, hak gadai
atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat nsekgek haknya seolah-olah
tidak terjadi kepailitan. Tetapi pasal 56 A dan gtaS6 UUK&PKPU, hak
eksekusi kreditur pemegang hak jaminan tersebaingguhkan untuk jangka

waktu paling lama 90 hari terhitung sejak tanggalifditetapkan.

2. Terhadap perjanjian timbal balik, sesuai dengamal@® ayat (1) UUK dan pasal
36 ayat (1) UUK&PKPU menentukan bahwa dalam halapadat putusan
pernyataan pailit ditetapkan terdapat penjanjianioél balik yang belum atau baru
sebagian dipenuhi, maka pihak dengan siapa debiemgadakan perjanjian
tersebut dapat meminta kepada kurator untuk meRarerkepastian tentang

kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut.

3. Terhadap perjanjian sewa, sesuai dengan pasal 3& dbBn pasal 38
UUK&PKPU dalam hal debitur telah menyewa suatu bentika baik kurator
maupun pihak yang menyewakan benda, dapat mengaentperjanjian
sewa,dengan syarat pemberitahuan penghentian kilaksebelum berakhirnya

perjanjian.
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4. Terhadap perjanjian kerja, sesuai dengan pasal BK Wan pasal 39
UUK&PKPU, bahwa para karyawan yang bekerja padaitakelpailit dapat
memutuskan hubungan kerjanya, kurator juga dapatuneskan hubungan kerja
tersebut dengan keharusan mengindahkan jangka wakiy ditentukan dalam

perjanjian kerja mereka.
5. Terhadap sita yang telah diletakan dianggap gugrenia hukum.

6. Terhadap perkara yang sedang berjalan dengan agatysan pailit, maka tidak
semua pemeriksaan perkara perdata yang masihedtangberlangsung menjadi
berada dibawah prosedur kepailitan, harus dilileaikgranya. Jika debitur yang

mempunyai perkara dengan kreditur maka tidak dibgwasedur kepailitan.

2.7 Harta Debitur Pailit

Harta debitur pailit merupakan keseluruhan hartkajean debitur pada saat
pernyataan pailit dilakukan, beserta harta kekaygsarg diperoleh selama kepailitan.
Dasar hukumnya diatur dalam pasal 19 UUK dan p2saJUK& PKPU. Harta debitur
pailit yang berada diluar harta pailit adalah pltiengkapan tidur dan pakaian, peralatan
yang digunakan seorang pekerja dalam perusahaffupgh/uang pensiun/uang jasa,
sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawdskukeperluan hidup, dan
sejumlah uang yang diterima dari anak-anaknya.

Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan segala kebendebiturd baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yangrsada maupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segatikatan secara perseorangan. Jadi,
segala harta kekayaan debitur tanpa kecuali, alkamach jaminan umum atas pelunasan
utang. Terlepas apakah hal tersebut telah dipalkam maupun belum. Jaminan ini
bersifat umum, lahir karena undang-undang, sehitigg& perlu ada perjanjian jaminan
sebelumnya.

Jaminan tersebut bersifat umum dan pelunasan utangkan dibagi menurut
asas keseimbangan, yaitu berdasarkan besar ke@inyang-piutang masing-masing
kreditur. Ditegaskan dalam pasal 1132 KUHPerdatayatakan bahwa kebendaan
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tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi sermargg gfang mempunyai piutang
kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda igidibgi menurut keseimbangan,
yaitu menurut besar kecilnya masing-masing, ke@gmdbila diantara para berpiutang itu
ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 KUHPerdata tersebut juga memberikan kgkiman ada kreditur
yang kedudukannya diutamakan. Pasal 1133 KUHPerdataitur yang diutamakan
tersebut adalah mereka yang memiliki hak-hak yaitghidkan karena piutang yang
diistimewakan rivilege), dari gadai fand) dan dari hipotek termasuk hak tanggungan
dan jaminan fidusia. Dengan demikian, kedudukaa gezditur terhadap harta kekayaan

milik debiturnya ditentukan oleh jaminan-jaminamgalipegangnya.

Bab |11

Hibah Terhadap Suami Istri Dalam Perkawinan Yang Menangkut Harta Bersama

3.1 Perkawinan
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3.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPej)da@mandang bahwa
perkawinan hanya dari sudut hubungan keperdatagm sHl ini berarti bahwa
perkawinan hanya memandang hubungan orang pergaoraari aspek yuridisnya saja,
aspek lain tidak diperhatikan seperti aturan agdamak diperhatikan disini. Jadi
perkawinan itu hanya ditinjau dari suatu lembag&uhu dan tidak bergantung pada
pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri.

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan suatu definisitaag perkawinan, akan
tetapi terdapat pendapat para ahli hukum mengehgpexkawinan. Seperti berikut ini
pendapat yang dikemukakan oleh Scholten, yang dinthklengan perkawinan adalah
Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antarangepréa dengan seorang wanita
untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui olepara* Sedangkan menurut
pendapat Sayuti Thalib, Perkawinan adalah perjargizci membentuk keluarga antara
seorang laki-laki dengan seorang peremptan.

Di samping pengertian-pengertian perkawinan yamkgrdukakan oleh para ahli
hukum tersebut diatas, Undang-Undang No.1 Tahud J93a memberikan pengertian
yaitu tentang perkawinan. Menurut Undang-Undangetaut arti dari Perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sgonaanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kbahdgn kekal berdasarkan
keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan diatas, jelas bahwa Undang-Undanmgimginkan perkawinan itu
adalah merupakan ikatan lahir batin antara pihakipyang melangsungkan perkawinan.
Setelah terjadinya perkawinan diantara suami istken terdapat keseimbangan
kedudukan di dalam keluarga, artinya suami dannstmpunyai kedudukan yang sama
di dalam membina keluarga. Pada kenyataannya batwaaorang berlainan jenis
kelamin, yaitu antara seorang pria dan seorangtaanenjalani kehidupan bersama
dalam satu kesatuan rumah tangga. Dalam kehidwgsearishari mereka disebut sebagai

suami istri.

34Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan Hukum Keluarga,
Cet.5, (Bandung: Alumni, 1986), hal.13.

35Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet.5, (Jakarta: Ul-Press, 1986), hal.47.
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Kesatuan mereka ke dalam rumah tangga melalui surages yang ditentukan
oleh kaidah-kaidah hukum. Dalam Pasal 2 ayat (b)(8% Undang-Undang No. 1 tahun
1974 tentang perkawinan menyatakan hal sebag&uberi
1. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurkiirhumasing-masing agamanya

dan kepercayaan itu.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peang-undangan yang berlaku.
Itulah sebabnya Undang-Undang Perkawinan mengatispstahap-tahap proses
menuju ikatan dari dua orang yang berbeda menjatli &esatuan. Lembaga
perkawinan disebut sebagai lembaga yang sakralsdein artinya perkawinan itu
diperjanjikan dan diikat dihadapan Tuhan Yang M&sa dan disaksikan oleh
keluarga, kerabat dan orang-orang lainnya. Intipg@gaturan hukum tersebut
menginginkan perkawinan itu kekal. Tidak mudah sikuoleh manusia itu sendiri.

Di dalam penjelasan umum ke 4 e atas Undang-Unddémgl tahun 1974,
ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk beetak keluarga yang bahagia,
kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini mengamosip untuk mempersukar
terjadinya perceraian. Terhadap perceraian, makas hardapat alasan-alasan tertentu
serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Bagian penjelasan umum ke 4 f menegaskan, bahwaddakkedudukan istri
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suarki,dadam kehidupan rumah
tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehd®ygmn demikian segala sesuatu
dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskasebb@a oleh suami-istri.

Apabila dasar-dasar perkawinan ini dilaksanakaard&ehidupan suami dan istri
dalam berumah tangga, maka tidak akan ada alaasaralintuk memutuskan ikatan
perkawinan, karena masing-masing pihak menghoierabaga perkawinan

3.1.2 Akibat Perkawinan Terhadap Hubungan Suami Istri ditinjau dari aspek

hukum Perdata

Setelah diuraikan diatas bahwa perkawinan merupakatu bentuk perbuatan

hukum yang hanya dilakukan oleh sepasang manusig tgadiri dari laki-laki dan
perempuan yang merupakan subjek hukum yang cakégh Karena itu maka
didapatkan suatu gambaran bahwa perkawinan yangpalan suatu perbuatan

hukum akan menimbulkan suatu akibat hukum. Perkawsecara hukum pasti akan
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mempunyai akibat langsung terhadap hubungan sustmidan anak-anak hasil
perkawinan.

Untuk memperjelas mengenai akibat yang ditimbulldani perkawinan maka
akan diuraikan pendapat para sarjana atau doK#tenurut pendapat dari Prof.
Subekti mengenai akibat dari perkawinan, beliauyataxkan bahwa:

a. Anak-anak yang lahir dai perkawinan adalah anak satig ).

b. Suami menjadi waris dari si istri dan begitu sédvgla, apabila salah satu
meninggal didalam perkawinan.

Oleh undang-undang dilarang jual beli antara sutamiistri.
Perjanjian perburuhan antara suami dan istri taip&rbolehkan.

Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkama suami-istri.

=~ ® o o

Suami tak diperbolehkan menjadi saksi didalam spailkara istrinya dan
sebaliknya.

g. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejah@idadap istrinya dan

sebaliknya®®

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subsig¢ngenai akibat yang
timbul dari perkawinan, maka sangat jelas untukald#s bahwa dengan adanya
perkawinan dengan sendirinya menimbulkan aspek rhu#lari segi perdata terutama
dihubungan suami-istri.

Selain itu pendapat lain yang dikemukakan oleh 8@&o Prawirohamidjojo dan
Asis Safioedin mengenai hak dan kewajiban suamidgtedakan kedalam 2 hal, yaitu
akibat- akibat yang timbul dari perkawinan (hubungaami-istri itu sendiri), dan akibat-
akibat yang timbul dari kekuasaan sudmi.

Mengenai akibat-akibat yang timbul dari hubungaransdistri itu sendiri
dijelaskan oleh R. Soetojo Prawihamidjojo dan AS&fioedin dengan menyatakan
bahwa Aturan yang ditetapkan dalam pasal 103 KUd#dar menentukan kewajiban
suami istri untuk saling setia, tolong menolong Bantu membantth(lp en bijstand).*®
Dalam KUHPerdata pada pasal 103 memuat ketentuag arbunyi sebagai berikut

% Subekti, Op.Cit., Hal.31.
3" prawirohamidjojo, Op.Cit., Hal.46.

% |bid., Hal.47.
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“Suami istri mereka harus setia-mensetiai, tolongnatong dan bantu membaritu.
Adapun mengenai macam-macam akibat perkawinandaphauami-istri yang terikat
didalam perkawinan tersebut menurut pendapat daaitrdo adalah:

a. Akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami-istri

b. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suaimi-ist

Akibat hukum mengenai diri pribadi suami-istri megakan akibat hukum dalam
lapangan hukum keluargéafnilie recht). Dengan cara seperti itu keduanya dapat kita
bedakan, namun hubungan antara keduannya semakiyarsehingga tidak dapat kita
pisahkan yang satu dengan yang lain. Keduanyditegademikian eratnya, sehingga
seringkali hubungan hukum kekeluarga&am(lierschttelijke betrekkingen) menentukan
hubungan hukum kekayaarme{mogensrechtelijke betrekkingen). Misalnya kedudukan
suami yang relatif lebih kuat dalam keluarga menHltuHPerdata dibandingkan dengan
kedudukan istri yang tidak cakap untuk bertindakds®e dan lain-lain menjadi dasar
larangan adanya perubahan isi perjanjian kawin rgapg@ perkawinan (pasal 149
KUHPerdata). Kedudukan suami yang demikian kuatdigamping alasan lain seperti
demi perlindungan terhadap pihak ketiga, menyebalskkanya kekhawatiran terhadap
kemungkinan  penyalahgunaan kekuasaan tersebut dé&grha kemungkinan

penyalahgunaan kekuasaan terhadap istfihya.

3.1.3 Kedudukan Suami Dalam Per kawinan

Mengenai akibat-akibat yang timbul dari kekuasaaans (marital macht)
dijelaskan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dansASiafioedin dengan menyatakan
bahwa: asas ‘suami adalah kepala keluarga dalamu fgakawinan’ itu merupakan
pendapat yang sudah lama benar berjalan, maka perhiHPerdata meneruskan saja
pandangan yang sudah ada itu, sehingga dengan idemskiami diperkenankan

mengurus dan menentukan4 hal yaitu, harta kekalyaeama, sebagian besar kekayaan

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diteriemahkan oleh
R.Subek4t(§ dan R. Tjitrosudibio, Cet.28, (Jakarta: Pradnya Paramitha,1996), pasal 103.
Ibid.
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milik istrinya, menentukan tempat kediaman bersataa persoalan-persoalan yang
menyangkut kekuasaan orang tta.

Sehingga dari pendapat yang dikemukakan diatas jgékali bahwa adanya
perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat didalata lintas hukum yang meliputi
akibat-akibat yang timbul dari hubungan suami-igtri sendiri dan akibat-akibat yang
timbul dari kekuasaan suami.

Menurut hukum perdata barat yang didasarkan padentken KUHPerdata,
menentukan bahwa kedudukan seorang suami didalata parkawinan sangat penting
sekali terutama yang menyangkut mengenai kedudistanHal ini dapat dilihat dari
pendapat J.Satrio yang menyatakan bahwa: “seosndidak cakap untuk bertindak
dalam hukum. Handelings onbekwaam (vide pasal ¥86(2), pasal 108 BW). Artinya
pada asasnya seorang istri tidak dapat melakukatakan-tindakan hukum dalam
lapangan hukum kekayaan yang menyangkut hartargrgat kuasa atau bantuan
suaminya. Tindakan-tindakan istri tidak akan mematlkgn akibat-akibat hukum atau
tidak akan mendapat tindakan akibat hukum yang semap*?

Sehingga dengan penjelasan sebagaimana yang felaikan diatas semakin
memperjelas bahwa istri sidalam melakukan perbuatém harus dibantu oleh suami
sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (2) dahljgssKUHPerdata.

Akan tetapi dijelaskan pula dalam hal tertentu sairgdapat cakap melakukan
suatu tindakann hukum dalam hal tertentu, hal ijelatkan oleh J.Satrio dengan
menyatakan bahwa: “ Memperhatikan ketentuan-ketéenseperti pasal 332 b ayat (2),
pasal 451 dan pasal 1798 KUHPerdata, dan pasdlipasa dapat disimpulkan, bahwa
dalam hal-hal tertentu ketidakcakapan seorang Itnyalah terbatas pada tindakan-
tindakan hukum yang menyangkut harta si istri (yakipat hukumnya bisa berpengaruh
pada harta si istri)*?

Maka sesuai dengan penjelasan J.Satrio sebagayaagaelah diuraikan diatas

maka si istri dapat sendiri melakukan suatu pedmudiukum dalam lalu lintas tanpa

*1 Prawirohamidjojo, Op.Cit., Hal. 51.
2 satrio, Op.Cit., Hal. 95.

3 Ibid.
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bantuan sang suami sepanjang tidak menyangkut $iaik&i dimana akibat hukumnya
bisa mengenai pada harta si istri termasuk puldil@pai istri kawin dengan harta
terpisah serta bila pisah meja dan tempat tidur.

Jadi istri tidak cakap melakukan perbuatan hukunpdabantuan sang suami
sepanjang menyangkut harta si istri dimana hartatsitersebut hal menikah dengan
persatuan harta secara bulat, kawin dengan hapiadk maupun seandainya ia berpisah

meja dan tempat tidur.

3.14 HartaBenda Bersama Dalam Perkawinan

Salah satu aspek yang penting diperhatikan didgarkawinan adalah aspek
yang menyangkut harta benda bersama di dalam pedsawJntuk membahas mengenai
masalah harta benda dalam perkawinan maka akaail@aorterlebih dahulu pendapat
para sarjana atau doktrin.

Menurut pendapat Prof. Subekti mengenai Harta Beasdalam perkawinan
adalah sejak mulai perkawinan terjadi, suatu pepcaiam antara kekayaan suami dan
kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjigra-@pa. Keadaan yang demikian itu
berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah legnaeerkawinan. Jikalau orang ingin
menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus midetdeinginannya itu dalam suatu
“perjanjian perkawinan”. Perjanjian yang demikiam, iharus diadakan sebelumnya
pernikahan ditutup dan harus diletakan suatu aktaris. Juga keadaan sebagaimana
diletakan pada perjanjian itu, tak dapat diubakareal perkawinan. Undang-undang
menhendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatwpeak itu tetap. Ini demi untuk
melindungi kepentingan-kepentingan pihak kefitja.

Dari uraian yang dikemukakan oleh Subekti mengdraata benda kekayaan
bersama didalam perkawinan maka dapat memberikabayan bahwa dengan adanya
perkawinan maka menyebabkan terjadinya penyatuda dari suami dan istri meliputi
mulai dari sebelum perkawinan sampai dengan perkawitu berlangsung. Penyatuan
harta benda didalam perkawinan dapat dihindari $dbelumnya sudah dilaksanakan

perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum penkamvitu dilangsungkan.

* Subekti, Op.Cit., Hal. 31.
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Sedangkan mengenai definisi dari hukum harta peri@awitu sendiri menurut
pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio dengaryatean bahwa: “Hukum harta
perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatbatkkibat perkawinan terhadap
harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkakawinan. Untuk istilah ‘hukum
harta perkawinan’ adapula yang menggunakan istithilkkum harta benda
perkawinan'#®

Dari definisi hukum harta perkawinan atau hukuntanéenda perkawinan yang
telah dijelaskan oleh J.Satrio semakin memperjeddwsva ruang lingkup yang diatur oleh
hukum harta benda perkawinan tersebut adalah akikiaat yang ditimbulkan oleh
adanya perkawinan terhadap harta kekayaan suainyasig terikat didalam perkawinan

tersebut.

3.2 Hibah
3.2.1 Pengertian Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 KUHPerdatahdalatu perjanjian dengan
mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cumaalan dengan tidak dapat ditarik
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperipanesima hibah yang menerima
penyerahan itu. Terdapat pengertian lain mengemnaahh menurut Fyzee adalah
“penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa @eanbbalasan*® Pendapat lain para
ahli mengenai hibah adalah pemberian seseorangd&epali warisnya, sahabat
handainya atau kepada seluruh harta benda kepuny@magbelum ia meninggal duffia
Hibah juga dapat diartikan sebagai pemberian sebagau seluruh dari harta kekayaan
seseorang kepada oranglain sewaktu masih hidupe@atihan hak dari pemberi hibah
kepada penerima hibah sudah berlangsung seketikagd.

3.2.2 Unsur-Unsur Hibah
Bila merujuk pada pengertian hibah berdasarkan KéiH#ta tersebut maka

dapat dilihat unsur-unsur dari hibah. Unsur pertageah perjanjian sepihak (unilateral)

*® gatrio., Op.Cit., Hal.27.
6 Asaf A.A. Fyzee, Pokok-pokok hukum waris islam I, Jakarta: Tinta Mas, 1961, hal.2.

" H.Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam, Cet.10, Jakarta: Wijaya, 1984, hal.204.
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yaitu satu pihak (pemberi hibah) sajalah yang lestasi, sedangkan pihak lainnya
(penerima Hibah) tidak member kontra prestasi. Ketah mengenal perjanjian timbal

balik (bilateral) dimana prestasi dari satu pihdkaths dengan kontraprestasi dari pihak
lainnya, misalnya: jual-beli, sewa menyewa.

Unsur kedua adalah, subyek-subyek hibah yaitu n@mugnusia hidup bahkan
bayi dalam kandungan, berdasarkan pasal 2 aydUB)Perdata dapat menerima hibah
dengan diwakili oleh orangtuann§fi.Dengan demikian, Undang-Undang ini tidak
mengakui lain-lain hibah selain dengan hibah dr@antaang-orang yang masih hidup.
Kata-kata “dalam hidup si penghibah” yang terdageam pasal 1666 KUHPerdata,
berarti hibah diberikan oleh pemberi hibah pada isamasih hidup dan seketika itu pula
hibah berlaku. Dalam pemberian hibah tidak benaeierima hibah mengasai penuh
seluruh apa yang dihibahkan kepadanya setelah menm& hibah. Hal ini mengingat
pasal 1669 KUHPerdata secara tegas menyatakan dggaikan si penghibah terus
berhak memungut hasil barang yang dihibahkan tetséén pemungutan hasil tidak
dibatasi waktunya, maka dapat berlangsung selampengjhibah hidup. Pada pasal 1672
KUHPerdata, menegaskan pula si penghibah dapatanjéan, bahwa barangnya akan
kembali kepadanya, apabila pihak yang dihibahi athli warisnya meninggal dunia
lebih dahuulu dari pada si peghibah.

Apabila barang yang dihibahkan tersebut dikembalikepada si penghibah, maka
barang itu harus bersih dari beban-beban yang nuigletakan pada barang itu selama
berada ditangan pihak yang dihibahi dan penjuaka@any oleh pihak yang dihibahi
adalah batal (pasal 1673 KUHPerdata). Selama lyatg diterima tersebut nilainya
tidak melangar hak mutlak dari ahli waris legitilsaipenerima hibah tidak diwajibkan
untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahliswiggitimaris. Namun, jika
penerima hibah wajib mengembalikan seluruh hartag yelah diterimanya dari hibah
apabila ternyata melanggar hhkgitime Portie ahli waris legitimaris. Untuk itu ada 3

kemungkinan akibat yang bakal diterima atau dialaleth ahli waris tersebut, yaitu:

8 http://books.google.co.id/books?id=bVNIgkDOGEUC&pg=PA73&Ipg=PA73&dg=unsur-
unsur+hibah&source=bl&ots=9Bbcvry3CY&sig=TMazEVelbEULfsMJ8IMFrsc-
JX4&hl=id&ei=Cyy3TcPiBMnmrAemwtXdDQ&sa=X&oi=book result&ct=result&resnum=3&ved=0
CCAQ6AEwWAjgo#v=onepage&qg=unsur-unsur%20hibah&f=false ,Diunduh Pada Tanggal 3 April
2011.
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a. Apabila jumlah hibah yang telah diterimanya lebdtikdari bagian mutlak ahli waris
legitimaris tersebut, maka hibah yang telah ditariga tersebut dianggap sebagai
verskot sepanjang dalam kata hibah tidak ada ketentuag y@mbebaskan penerima
hibah dari wajib pemasukan (inbreng).

b. Jika hibah nilainya lebih besar dari hak atas bagrutlak atau bagiahegitime
Portie ahli waris legitimaris penerima hibah merupakaarkungan peerima hibah
yang tidak wajib dimasukan ke dalam harta warisamlgeri hibah walaupun dalam
akta hibah ada ketentuan wajib pemasukan.

c. Apabila hakLegitime Portie sama besarnya dengan nilai hibah, maka dalammhal i
penerima hibah tidak menerima apa-apa dan jugék tada kewajiban guna
memenuhi hakegitime Portie waris yang lain.

Unsur ketiga adalah objek hibah yang menurut pe&@r KUHPerdata hanya benda-
benda yang ada yang dapat dihibahkan, baik bendgerdad& maupun benda tidak
bergerak, sedangkan ayat (2) pasal tersebut mdwmaetdgahwa hibah mengenai benda
yang baru dan yang akan ada di kemudian hari adzdafl demi hukurd® Namun
demikian, padi yang belum menguning disawah sedaashektar dapat dihibahkan. Padi
itu merupakan barang yang ada dan merupakan sebdginharta benda milik pemberi
hibah. Setiap bagian dari harta benda milik pemibidah dapat dihibahkan. Sebaliknya
berbuat sesuatu dengan cuma-cuma (mengetik naskadem disediakan kertas dan
mesin tik oleh penulis naskah tanpa diberi hadiahb@alan), berbuat dan tidak berbuat
itu tidak merupakan bagian dari harta benda.

Unsur keempat adalah cuma-cuma yaitu pihak penehilvah tidak berkewajiban
untuk memberi kontra-prestasi, bukanlah pemberathilatas kemurahan hati suka
memberi sesuatu dari harta benda miliknya tanpdr&qmestasi. Perbuatan memeberi
hibah harus timbul dari kemauan suka membaminfus Donandi) agar perbuatan itu
dapat diberi nama “hibah” (HR. 8 April 1927, N.ibeti nama Hibah (H.R. 8 April 1927,
NJ. 1927, 1202 dan H.R. 17 Desember 1202 dan H.DdSember 1936). Apabila
seorang kemenakan memeberi hadia ulang tahun yehgpah kepada bibinya dengan

penghargaan agar bibi itu dalam surat wasiat akamunjuknya sebagai salah satu ahli

¥ R.M. Suryodiningrat, Perikatan-perikatan bersumber Perjanjian, (Bandung: Tarsito,
1982), Hal.26.
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waris dengan warisan yang lumayan besarnya, makaug@n kemenakan itu
merupakan hibah, walaupun motifnya ialah memperkéimtungan berupa warisan baik
untuk diri sendiri, dan perbuatannya itu tidak tirntari kemauan suka membgti.

Motif pemberi hibah untuk menghibahkan sesuatukticielakukan peranan dalam
hukum. Barang siapa melaksanakan perikatan bé&zasulijke verbintenis), misalnya,
membayar hutang yang dibuat di meja judi tidak ké{an perbuatan itu karena suka
memberi. Sebaliknya seseorang yang secara moraksméerkewajiban untuk memberi
hibah, melakukan hal itu karena suka memberi. Mal#pat berupa dorongan
perikemanusiaan, namun motif dapat juga ditimbulgbein pertimbangan yang kurang
baik, yang egoistis seperti pemberian hibah olge@ang kemenakan kepada bibinya
pada hari ulang tahun tersebut yang telah dikenarkgkada paragraf sebelumnya.
Pemberian hadiah pada waktu perkawinan kepada nt@miperdua karena sudah
menjadi kebiasaan ditimbulkan karena orang sukaebem dapat digolongkan sebagai
hibah.

Unsur kelima adalah adanya asas ‘tidak dapat kliteembali’ yang berarti bahwa
penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh sighd#mah dengan tiada ijin pihak lain,
oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapatilditambali dengan kemauan dua belah
pihal’?, asas pepatah kata ‘tidak dapat ditarik kembalati dari hukum kebiasaan
Prancis yang berbunyi sebagai berikdriner retenir ne vaut” (penghibahan tidak dapat
ditarik kembali). Akibatnya ialah antara lain legam penghibahan barang yang belum
ada (Pasal 1667 KUHPerdata), larangan bagi pemmbah untuk menjual atau
memberikan kepada orang lain barang yang telatbahikan dan sekedar mengenai
barang tersebut hibah adalah batal demi hukum &l ge868 KUHPerdata), larangan
untuk membebani penerima hibah dengan pembayaras latau kewajiban-kewajiban
lain, kecuali yang dinyatakan dengan tegas didakta hibah sendiri atau dalam daftar
yang dilampirkan pada akta hibah ( pasal 1670 KUti#ta).

Pepatah kata tersebut diambil dari pasal 88de Civil Prancis yang menyatakan
bahwa hibah tidak dapat ditarik kembdlirévoca Blement) dan pasal 84@ode Civil

0 |bid., Hal.28.

> Wirjono R. Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Sumur Bandung,
1981), Hal 117.
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Prancis itu ditarik menjadi pasal 1666 KUHPerdata. Makswshs ‘tidak dapat ditarik
kembali ialah melarang hibah dengan syarat menkzatatlan syarat menunda yang
bergantung kepada kemauan pemberi hibah (syarastptf). Hoog Gerecht Hof (yang
diganti menjadi Mahkamah Agung) di Indonesia dajamusan kasasi tanggal 5 april
1934 menyatakan bahwa syarat membatalkan potediiatifng, dan larangan menjual
barang tanpa persetujuan pemberi hibah adalahasah& dengan demikian hibah tidak
menjadi dapat ditarik kembali.

Dengan demikian, pemberi hibah tidak dapat memaerikibah kepada penerima
hibah atas barang-barang yang belum ia miliki. Alpapemberi hibah atas barang-
barang yang belum ia miliki, maka berdasarkan p&8&r ayat (2) KUHPerdata, maka
hibah tersebut adalah batal. Kemudian dalam pa8é8 KUHPerdata menyebutkan
bahwa si penghibah tidak boleh menjanjikan ia tétafkuasa untuk menyerahkan hak
milik atas barang yang dihibahkan itu kepada oreetgga. Namun, dalam pasal 1671
KUHPerdata, memperbolehkan si penghibah menjanjidapat menentukan untuk
memakai sejumlah uang dari benda-benda yang dikéimahKalau si penghibah
meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari darsgbut, maka uang tersebut
tetap menjadi pemilik penerima hibah. Dengan deamikidapat pula dikatakan dalam
pemberian hibah, si pemberi hibah tidak mempungi penguasaan atas barang yang
telah dihibahkan, namun sipenghibah dapat memp#gansesuatu atas hibah yang
diberikan olehnya kepada penerima hibah selamgapa diperjanjikan tersebut adalah
untuk kepentingan si penghibah pribadi.

Adapun ketentuan mengenai hibah dapat ditarik ledingmlalah apabila terjadi
hal-hal berikut:

a. Penerima hibah meninggal dunia terlebih dahulu plda pemberi hadiah
Menurut pasal 1672 KUHPerdata pemberi hibah daldta aibah dapat
menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mengamimb&k barang yang telah
dihibahkan, baik dalam hal penerima hibah sendidupun dalam hal penerima
hibah beserta turunan-turunannya meninggal lebiuldadari pemberi hibah
dengan pengertian bahwa hak tersebut hanya bertdki pemberi hibah sendiri,
tidak untuk para ahli warisnya. Andaikata dalamaahibah tersebut diberikan

juga kepada ahli waris pemberi hibah, maka syamabatal demi hukum, akan
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tetapi hibahnya sendiri tidak turut serta batal ideakum. Hibah itu sendiri tetap
sah tanpa syarat tersebut.

Berdasarkan pasal 1753 KUHPerdata akibat dari Imtikkumengambil kembali
tersebut dalam pasal 1672 KUHPerdata segala panahibk atas barang-barang
dibatalkan dan barang itu kembali kepada pembbeambebas dari segala beban
dan hipotek yang telah dipasangkan sejak saat geatgin. Jadi menurut pasal
1673 KUHPerdata, hak untuk mengambil kembali itu mpenyai daya
kebendaanZakelijke Werking). Resiko tersebut dapat diketahui lebih dahuli ole
pihak ketiga yang memperoleh hak dari penerimathlzena pihak ketiga itu
selayaknya harus membaca syarat-syarat penghibahan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa hasil yaegotéh penerima hibah
sebelum meninggal dunia tidak perlu dikembalikaramin, dari ketetuan
mengenai “hak untuk mengambil kembalDroit de retour) dalam undang-
undang tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa adantzan lain-lainya untuk
penghibahan dengan syarat batal, misalnya: se@emgeri hibah yang pada saat
melakukan penghibahan itu dengan syarat membata#iebila pemberi hibah
dikemudian hari mempunyai anak, hibah itu adaltdptsah.

b. Penerima hibah tidak melaksankan kewajiban-kewajib@ng dibebankan
kepadanya dengan mana penghibahan dilakukan, sefzagayang diatur dalam
pasal 1688 KUHPerdata sub 1. Dimana undang-undasigi anemberi hak
kepada pemberi hibah untuk menuntut pembatalanhhhmuka pengadilan
karena dianggap tidak pantas apabila penerima hiimdk menghiraukan
kewajiban-kewajibanya pemebri hibah, padahal mitaang yang dihibahkan itu
selalu melebihi nilai kewajiban-kewajiban itu.

c. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau memipaglakukan kejahatan
yang mengambil jiwa pemberi hibah atau kejahatamya, sebagaimana yang
terdapat pada pasal 1688 sub 2 KUHPerdata, dimatk tnal ini tidak perlu
adanya putusan pidana pengadilan lebih dahulu &géentuan ini dapat
diberlakukan.

d. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkahdeepemberi hibah yang

menjadi miskin, sebagimana yang diatur dalam @628 sub 3 KUHPerdata.
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3.2.3 Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut pasal 1682 KUHPerdata, hibah harus berkeakia notaris yang aslinya
harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan,tigiek demikian, maka hibah adalah
batal demi hukum. Akan tetapi menurut pasal 168 HRErdata pemberian hibah berupa
barang bergerak yang bertubuh atau surat piutasgtanjuk &an toonder) tidak perlu
dilakukan dengan akta notaris, melinkan cukup denganyerahan nyata kepada
penerima hibah. Menurut pasal 1683 KUHPerdata paachibah harus menyatakan
penerima hibah itu dalam akta notaris pemberiaahitu sendiri atau dalam akta notaris
tersendiri agar penghibahan dapat dianggap sahhasiu dilakukan semasa hidupnya
pemberi hibah.

Walaupun hibah telah diterima secara sah, namunumenpasal 1686
KUHPerdata hak milik atas barang yang dihibahkarsimdnarus dipindahkan dari
pemberi hibah kepada penerima hibah sesuai pagal @B, 616 KUHPerdata dan
selanjutnya. Bilamana seseorang menerima hibah enangbenda bergerak yang
bertubuh atau surat piutang atas tunjuk itu sudemegang barang tersebut sebagai
pemakai, maka penghibahan itu dianggap juga selggaghibahan “dari tangan ke
tangan” yang disebuttraditio brevi manu’. Sedangkan mungkin juga pemberi hibah
tidak menyerahkan barang yang telah dihibahkan degsenerima hibah, melainkan
menahan barang itu dalam tangannya sebagai persajayang disebutcbnstitutum

possessorium’.

3.24 Jenis-JenisHibah
Jenis-jenis hibah secara garis besar dapat dikelkampkedalam beberapa bagian,
sebagai berikut:

1. Hibah formil, yaitu hibah yang harus berbentuk aktdaaris mengenai barang-
barang tak bergerak (kecuali tanah yang harus ddt@muk akta PPAT
berdasarkan undang-undang pokok Agraria, L.N.19B0);1termasuk barang-
barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, Kegged berukuran 20 meter
kubik bruto atau lebih (pasal 314 KUHDagang) beadesn pasal 1687
KUHPerdata tidak perlu dilakukan dengan akta nstari
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2. Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasamukahan hati yang
menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidakatekepada bentuk
tertentu, misalnya: pembebasan dari pembayaramdpupgenjualan rumah yang
nilainya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) gién harga Rp. 10.000.000
(sepuluh juta rupiah) sehingga yang Rp.5.000.000a(ljuta rupiah) dianggap
sebagi hibah. Hibah materiil ini juga meliputi hibf@rmil.

3. Hibah wasiat legaat), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hakkmyi
baru beralih kepada penerima hibah setelah penfiaglieh meninggal. Inilah
perbedaannya dengan hibah formil dan hibah matémilana hak milik atas
barang yang dihibahkan beralih kepada penerimatsbanasa hidupnya pemberi
hibah. Perbedaan kedua ialah bahwa hibah wasiassehidupnya pemberi hibah
dapat ditarik kembali olehnya, sedangkan hibalk ang bersifat formil maupun
meteriil tidak dapat ditarik kembali kecuali daléal-hal tertentu yang diatur oleh
undang-undang.

3.25 Ketentuan Subjek Dalam Hibah Secara Umum

Dalam pasal 1676 KUHPerdata, dikatakan bahwa setepg boleh memberi dan
menerima hibah, kecuali orang-orang yang telah adakan tidak cakap menurut
undang-undang. Bila merujuk pada pasall677 KUHRardamenentukan bahwa
seseorang yang belum dewasa tidak diperbolehkarenm@n hibah kecuali secara
perjanjian perkawinan kepada bakal suami atauadtlah suatu penentuan.

Sementara bila dilihat dari subjek penerima hibatkarbila merujuk pada pasal
1679 KUHPerdata, menentukan ia harus hidup paddudkah diadakan. Berarti
apabila ia pada waktu itu sudah meninggal duniawatrisnya tidak dapat menerima
apa yangdihibahkan tersebut, bahkan bayi dalamukegaoh, berdasarkan pasal 2 ayat
(2) KUHPerdata menerima hibah dengan diwakili @edmgtuanya.

Subjek pemberi dan penerima hibah ini sangat tedaigan syarat kemampuan/
kecakapan bagi subjek untuk melakukan persetujil@@mhhyang bila menafsirkan
pasal 1330 KUHPerdata secasacontrario maka yang cakap untuk membuat
persetujuan hibah ialah orang-orang yang:

1. Sudah dewasa (berusia 18 tahun atau pernah metaykgs perkawinan)

pasal 47 undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974.
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2. Tidak ditaruh dibawah pengampuan, mengingat oramg yitaruh dibawah
pengampuan menurut pasal 452 KUHPerdata disamadgad orang yang
belum dewasa.
Dengan demikian, penghibahan yang dilakukan olesem®ang yang tidak cakap
dapat diminta pembatalannya dimuka pengadilan e@lakilnya yang sah secara
hukum.
3.26 Larangan-larangan dalam hibah

Bila merujuk pada KUHPerdata, maka dapat ditemukeberapa larangan yang
terkait dengan hibah. Pada pasal 1678 ayat (1) KludHRa, melarang penghibahan
diantara suami istri selama perkawinan yang sahddéam perkawinan yang masih ada.
Namun dalam pasal 1678 ayat (2) nya, mengecualiehrpenghibahan kecil-kecilan
mengenai barang-barang bergerak yang berwujud wvalad tinggi harganya kalau
dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah.

Larangan lainnya juga terkait masalah hibah dimaeaberi hibah dilarang
melakukan hibah sebagai berikut:

a. Pemberi hibah dalam pasal 1668 KUHPerdata tidakhodalam penghibahan
menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untukuahemtau memberikan
kepada orang lain benda yang telah dihibahkan. rHitlemikian adalah batal
demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannygalemasas ‘hibah tidak dapat
ditarik kembali’. Namun pemberi hibah berwenanguknienikmati hasil benda
hibah kepada diri sendiri atau kepada pihak képgaal 1669 KUHPerdata).

b. Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUHPerdata tidédhbmembebani penerima
hibah dengan pembayaran hutang-hutang atau kewajl®wajiban selainnya
yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalaftar yang terlampir dalam
akta hibah. Hibah demikian adalah batal demi hukdamun demikian, pemberi
hibah dalam pasal 1671 KUHPerdata berwenang untrkakai sejumlah uang
dari benda yang telah dihibahkan. Apabila pembi&ath meninggal sebelum ia
sempat menggunakan hak tersebut, maka apa yanbaldian tetap untuk
seluruhnya menjadi milik penerima hibah.

c. Penghibahan kepada lembaga umum/ lembaga keagaraagnmenurut pasal
1680 KUHPerdata, lembaga umum atau lembaga keagatida& boleh menjadi
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penerima hibah, kecuali setelah pengurus badambadégelah diberi kekuasaan
oleh Presiden Republik Indonesia atau penguasa gldngjuk olehnya untuk
menerima hibah.

d. Penghibahan dan bagian mutlakeditime Portie) yang menurut pasal 913
KUHPerdata, penghibahan atau hibah wasiat tida&hboielebihi bagian mutlak
dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya #é@dianya seorang anak saja
yang menjadi ahli waris, naka hibah/ hibah wasdstkt boleh melebihi sepertiga
warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besaayms dengan bagian mutlak.

e. Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiatkan $eskepada orang-orang
yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, sepedéinya, Orang yang
belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaarsédaa pasal 904 ayat (2)
tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepadasheabnya, kecuali setelah
bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban gewai perwaliannya
(kecuali jika wali/ bekas wali itu merupakan kelgerdalam garis lurus keatas
dari pemberi hibah).

Pasal 905 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yangl#twasa tidak
boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajarkgpada guru
pengasuhnya yang tinggal serumah dengannya, da&eurunya yang menjadi
ibu kosnya, kecuali dalam hal hibah wasiat itu dikaa sebagai pembalasan jasa,
dengan pengertian bahwa harus diperhatikan kekayaaoeri hibah dan besar
kecilnya jasa yang telah ditunaikan.

Pasal 907 KUHPerdata, yang menyatakan notaris yergbuat akta hibah
wasiat dan para saksi dalam akta itu tidak bolehjade penerima hibah wasiat
itu. Pasal 906 KUHPerdata menyatakan para dokfete&er dan orang yang
melakukan praktek kedokteran yang merawat sesewalagna sakitnya yang
mengakibatkan kematiannya, begitu pula para guamagyang telah memberi
bantuan kepada pasien selama sakitnya, tidak holehmadi penerima hibah
wasiat yang diberikannya oleh pasien itu kecuddmdehal sebagai berikut:

- Hibah wasiat sebagai pembalasan jasa seperti dagdasal 905
KUHPerdata.

- Hibah wasiat kepada suami/ istri dari pewaris
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- Hibah wasiat, bukan secara umum dari pewaris kepatlearga sampai
dengan derajat keempat dalam hal pewaris tidak meyap ahli waris
dalam garis lurus.

3.2.7 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah

Kewajiban pemberi dan penerima hibah menurut pd€6 KUHPerdata
pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dikéloakepada penerima hibah.
Pasal 1674 KUHPerdata menyatakan dengan tegas balewarima hibah tidak
menjamin kenikmatan tentram dan aman bagi penérib@h, sedangkan undang-undang
tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminarekticadanya cacat-cacat
tersembunyi,karena tidak ada kontra prestasi damepma hibah. Inilah yang
membedakan dengan perjanjian jual-beli dimana kartan pasal 1471 jo. 1491
KUHPerdata, penjual berkewajiban untuk menjaminik@atan dan ketentraman dan
aman serta tidak adanya cacat-cacat tersembuhgid&p pembeli, karena adanya kontra
prestasi dari pembeli berupa pembayaran hargadaeary dijual belikan.

Karena hibah merupakan perjanjian sepihak, maka padumnya tidak ada
kontra prestasi dari penerima hibah. Memang beahwh di dalam perjanjian hibah,
penerima hibah dapat diberi kewajiban-kewajibarukimlilaksanakannya, namun hal itu
tidak membuat perjanjian hibah menjadi perjanjienbal-balik. Kewajiban-kewajiban
itu bisa mengenai kepentingan pemberi hibah ataogoketiga ataupun tidak memberi

keuntungan secara langsung kepada siapapun depesgiban mendirikan batu nisan.

3.2.8 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri

Pada dasarnya bila merujuk pada pasal 1678 KUHRengEng menyatakan
bahwa larangan penghibahan suami istri, selamaawarkn masih berlangsung. Hal ini
menunjukan bahwa ketika penghibahan antara suamitessebut dilakukan selama
perkawinan masih berlangsung maka, penghibahaabigrsnenyalahi ketentuan yang
terdapat pada pasal 1678 KUHPerdata, kecuali bayang dihibahkan tersebut adalah
barang-barang bergerak yang berwujud yang tidakaltertinggi harganya jika
dibandingkan dengan besarnya kekayaan si peng(pbahl 1678 ayat (2) KUHPerdata).
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Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangamn menmghindarkan peralihan
harta benda suami kepada istri atau sebaliknya yhlagang oleh pasal 29 ayat (4)
Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinemdaal suami istri kawin dengan
perjanjian perkawinan. Apabila larangan tersebdaki ada, maka bilamana suami
mempunyai banyak hutang ia dapat mengalihkan hdik miias barang-barang yang
bernilai kepada istrinya agar tidak dapat didata ddeleang oleh pengadilan untuk
pembayaran hutang si suami kepada kredituthya.

Akan tetapi larangan tersebut dapat dilakukan ipgmgngan manakala calon
suami istri sebelum melangsungkan perkawinan telembuat perjanjian perkawinan
terlebih dahulu yang isi dari perjanjian perkawin@msebut adalah memperjanjikan
mengenai hibah antara suami istri tersebut.

Didalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikpemberian dari seorang
kepada yang lain, pemberian dari suam kepadayatataupun sebaliknya. Dalam hal ini
calon suami atau istri berhak untuk mengadakanapgn perkawinan yang isinya
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengmamatsbahwa pemberian tersebut
tidak merugikan pihak-pihak yang berhak aggtime portie.

Pasal 168 KUHPerdata menentukan bahwa: “dalam mdakga perjanjian
perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu #epgang lain/ atau sebaliknya,
diperbolehkan memberikan setiap hibah yang demilsapantas pertimbangan mereka
dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukamgyrangan hibah tadi, sekadar
perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yanguno¢ undang-undang berhak atas
suatu bagian mutlak”.

Legitime portie adalah bagian mutlak bagi ahli waris tertentu,nyahli waris
dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingk@ara lain untuk anak dan keturunan
mereka (pasal 168 KUHPerdata).

Hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yamgiki oleh suami atau istri
dan dicantumkan dalam akta hibah yang harus dithalaim bentuk akta otentik. Hibah
dapat juga mengenai sebagian dari harta peninggdfasal 169 KUHPerdata

menyatakan: “Hibah demkian ada yang terdiri atagahbenda yang telah tersedia

%2 |bid., Hal.70.

% Op.Cit., Darmabrata, Hal.178.
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dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibaldgraada yang terdiri atas seluruh atau

sebagian warisan yang memberikannya”.

Suami istri juga dapat memperjanjikan bahwa jikadalah seorang meninggal
dunia lebih dahulu maka harta kekayaan bersama mkajadi milik pihak yang masih
hidup.

Larangan penghibahan tersebut tidak ada gunangandaal suami-istri kawin
tanpa perjanjian perkawinan. Dalam hal perkawinanpa perjanjian perkawinan
menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawiharta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama, maka @dakgunanya bagi suami yang
banyak utangnya untuk menghibahkan benda-bendag, lyamilai kepada istrinya agar
menyelamatkan benda-benda itu dari penyitaan daapgan oleh pengadilan untuk
pembayaran hutang suami, sebab benda-benda yaigahkén itu menjadi harta
bersama yang tidak bebas dari penyitaan dan pgkaflaumtuk membayar hutang suami.

Selainnya pengcualian dari larangan termaksudndgiasal 1678 ayat (2)
KUHPerdata merupakan pengecualian kedua ialahbigkeh menahan sisa uang belanja
untuk dirinya sendiri berdasarkan persetujuan deisgami (keputusan Gerechts Hof den
Haag, 4 Desember 1941, N.J.1942, 179). Sudah sipnggbagai kebiasaan normal
sehingga hal itu dianggap sebagai kewajiban moairs untuk menghindarkan istri dari
penderitaan kekurangan uang dalam hal suami mekdadaninggal (H.R.30
Nop.1945.N.J.1946,62). Sepintas lalu menunjukami isebagai pihak yang akan
menerima uang asuransi tidak terkena larangan ksuda dalam pasal 1678
KUHPerdata, namun sebenarnya pemberian keuntungadadarkan asuransi jiwa
kepada istri baru dapat dilaksanakan setelah soreminggal.

Pasal-pasal lain dalam KUHPerdata yang berka#aara langsung dengan hibah
antara suami istri adalah sebagai berikut:

a. Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ségigdungkannya perkawinan,
maka menurut hukum terjadi harta bersama menyelanitara suami-istri, sejauh
tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentaendalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama itu, selama perkawinan berjalank titdeh ditiadakan atau diubah

dengan suatu persetujuan suami istri.
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b. Pasal 149 KUHPerdata yang menyatakan setelah pedawerlangsung, perjanian
perkawinan tidak boleh diubah dengan cara apapun.

c. Pasal 151 KUHPerdata yang menyatakan orang yangmbealewasa dapat
melaksanakan hibah, dengan bantuan dari mereka ijanga dibituhkan untuk
melangsungkan perkawinan.

d. Pasal 168 KUHPerdata yang menyatakan bahwa dalangadekan perjanjian
kawin, kedua calon suami istri, secara timbal baltku secara sepihak, boleh
memberikan hadiah yang menurut pertimbangan mepekdas diberikan, tanpa
mengurangi kemungkinan pemotongan hibah itu sgp@ulghibahan itu kiranya akan
merugikan mereka yang berhak atas suatu bagiamkmagnurut undang-undang.

e. Penghibahan antar calon suami istri:

KUHPerdata memuat ketentuannya didalam pasal 168paa pasal 175.
Pemberian dapat digolongkan kedalam 2 bagian, yetaberian biasaséchening)
diatur dalam pasal 1666 sampai pasal 1693 KUHperdglain itu, penghibahan
Testamentaire dibuat oleh calon suami istri, antara pihak keigpada calon suami
atau istri.

Penghibahan biasa atau sechening umumnya harusrutiesegala ketentuan
dalam KUHPerdata tentang penghibahan, tetapi dalsherapa hal terdapat
penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan diatasyif@pangan tersebut yaitu
Pemberian terhadap calon suami dan calon istrk to#alu dinyatakan secara tegas.
Hal tersebut terdapat pengaturannya dalam pasaKWUHPerdata.

Dalam hal pemberian diperbolehkan untuk memintaetzia syarat, bila
persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka pembeeesebut akan dibatalkan. Hal
tersebut diatur dalam pasal 171 KUHPerdata.

Pemberian-pemberian hanya dapat ditarik kemba# pkiatu syarat terhadap
penerima pemberian tidak dilaksanakan, jika yargenlimelakukan atau turut serta
melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, jika yhberi tidak mau memberikan
nafkah kepada yang memberi tersebut jatuh miskal.téfsebut diatur dalam pasal
1688 KUHPerdata.

Pemberian-pemberian pihak ketiga kepada calon sadaoi istri atau kepada

anak-anak dari perkawinan mereka. Ketentuan iniudidalam pasal 176 sampai
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dengan pasal 179 KUHPerdata. Pihak ketiga dapakuehn pemberian-pemberian
didalam:
- Dalam perjanjian perkawinan, tidak perlu diterineagan tegas.
- Dalam suatu akta tersendiri, hal mana harus diakulsebelum
perkawinan dilangsungkan dan harus diterima detegas.
- Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat (1) KUHRarda
Pemberian harta peninggalan seluruh atau sebdglansuami atau istri
meninggal terlebih dahulu, maka pemberian akamuikan kepada anak-
anaknya serta keturunannya, jika tidak ditentuleam, ldalam ayat (2) nya
dikatakan bahwa pemberi hibah hidup lebih lama glang diberi serta
anak-anak dan keturunannya, pemberian itu gugur.
Pemberian oleh calon suami kepada calon isterjugnoleh pihak ketiga
terhadap calon suami atau istri demi perkawinarayenya harus ada
pelaksanaan perkawinannya, pada saat tertentu ak@nimbulkan
persengketaan, selama atau sesudah perkawinan marakidat buruk.
f. Pasal 1467 KUHPerdata yang menyatakan bahwa asteuai istri tidak dapat
terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut:

1. Jika seorang suami atau istri menyerahkan bararapakepada istri atau
suaminya, yang telah dipisahkan daripadanya olelggmklan, untuk memenuhi
hak istri atau suaminya itu menurut hukum.

2. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami keptads/a berdasarkan alasan
yang sah, misalnya untuk mengembalikan barangtrsiyang telah dijual atau
uang si istri, sekedar barang atau uang terseketulikan dari persatuan.

3. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepadaisyamntuk melunasi jumlah
uang yang ia janjikan kepada suaminya itu sebagdatperkawinan, sekedar
barang itu dikecualikan dari persatuan.

Namun ketiga hal ini tidak mengurangi hak para vednlis pihak-pihak yang

melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telampeeoleh keuntungan secara

langsung.
g. Pasal 1687 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hddratangan ketangan berupa

barang bergerak yang berwujud atau surat piutamg ykan dibayar atas tunjuk,
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tidak memerlukan akta notaris, adalah sah, bildahademikian diserahkan begitu
saja kepada orang yang diberikan hibah sendiri &@pada orang lain yang
menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yaberdhibah.

Bab IV
Kekuatan Jaminan Per seorangan dan Akibat Hibah Antara Suami Istri Dalam

Per kawinan

4.1 Posisi Kasus

Studi kasus kepailitan Gunawan Tjandra yang akaahdis ini sangat menarik
dikarenakan Gunawan Tjandra adalah seorang pergukapa dan sukses yang
mendirikan PT. Pratama Jaringan Nusantara (PJNinta dari kesepakatan perjanjian
antara PT.PJN dengan Rabo Bank pada tahun 2004. silésepakati, perusahaan
telekomunikasi itu memperoleh kucuran kredit dasbBbank senilai Rp. 310 miliar.
Namun, sebelum kredit ini disetujui, pihak Rabo bamensyaratkan adanyzersonal
guarantee dari Gunawan Tjandra selaku pendiri utama.

Pihak Rabo bank juga mengajukan klausul yang mengkan Gunawan melepas
hak istimewanya ataBersonal Guarantee, seperti yang diatur pada pasal 1831 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata. Hak istimewa yangldiothyaitu:

“Jika debitur lalai membayar utang, Personal guasatidak

wajib dimintai pertanggung jawabannya oleh debitatuk

membayar uang tersebutf”.

* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Op.Cit.,Pasal 1831.
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Artinya, dengan pelepasan hak istimewa tersebuha®an harus menanggung resiko
jika suatu hari pihak PT.PJN lalai membayar utang.

Ternyata resiko itu muncul pada tahun 2007, kekiledit tersebut macet. Rabo bank
mensomasi PT.PJN karena belum juga memenuhi keamajitembayar utangnya yang
telah jatuh tempo. Karena tidak ada respon dariP#N, maka pihak Rabo bank
mensomasi Gunawan sebagaimana yang telah dipkganpahkan tidak hanya somasi,
pada bulan Desember tahun 2009, Rabo bank juga ajudag permohonan agar
Gunawan dinyatakan pailit. Lalu pada 10 Februati®2®engadilan Niaga Jakarta pusat
mengabulkan permohonan itu.

Sudah menjadi kelaziman, putusan pailit akan diikeingan penyitaan harta debitur
pailit oleh kurator yang ditunjuk Pengadilan. Haytang telah dimasukan dalam bundel
pailit itu nantinya dijual untuk membayar utang &gipan. Persoalan lain muncul ketika
harta yang ditemukan tim curator masih jauh ddai nitang kepailitan. Yaitu hanya dua
bidang tanah di Cianjur, Jawa barat dan SerangieBarLalu mobil Hyundai Atoz
produksi tahun 200%>

Tim kurator sempat melacak informasi bahwa Gunawemiliki saham di sejumlah
perusahaan. Namun, setelah dikonfirmasi kepada kpilp@rusahaan, mereka
menyangkalnya. Demikian pula, ketika melacak dughahwa Gunawan memiliki
banyak mobil antik, tim kurator pun tak mendapatkasil.

Tim kurator juga kesulitan ketika mengetahui sedagbesar harta Gunawan telah
dihibahkan kepada istri dan anak-anaknya. DalanalREs Undang-Undang Kepailitan
disebutkan bahwa dimungkinkan pembatalan akta hib&mun Pasal 44 Undang-
Undang Kepailitan tersebut menyatakan, pembatalsa llimintakan jika hibah
dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebelumsautypailit. Namun, terbukti bahwa
Gunawan telah menghibahkan sejumlah hartanya kegadalan anak-anaknya lebih
dari empat tahun lalu.

Pihak Rabo Bank tidak puas atas pelacakan kurateehiut, lalu lewat pengacaranya,
Rabo bank menuding kurator telah berbuat curangatesengaja memelintir pernyataan

kliennya yang seolah menyetujui permohonan kuraf@rena masalah kepailitan ini

%5 Sujud Dwi Pratisto Dan Mukhlison S. Widodo, Lolos Pailit Lantaran Hibah, Gatra, (11
November 2010), Hal.78.
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sangat terkait dengan kepentingan kreditur untydatd@engembalian uangnya, Pihak
Rabo bank juga mengeluhkan kerja kurator yang ainitlak profesional karena tidak
segera mengeksekusi harta Gunawan. Namun disisi phiak Gunawan berpendapat
sebaliknya. Kuasa hukum Gunawan menilai kurat@htélekerja profesional. Faktanya,
kliennya sudah tidak punya cukup harta berharga yesa digunakan untuk membayar
utang pailit.

Sementara itu, hakim pengawas dalam perkara kigpaibunawan, menilai pengajuan
pengangkatan pailit oleh kurator itu telah seseaigan aturan yang berlaku. Berdasarkan
pasal 18 UU Kepailitan, apabila harta tidak cukomaka kurator bisa mengangkat
kepailitan, dalam arti seorang kurator dapat merga permohonan ke pengadilan
untuk mencabut kepailitan yang telah dijatuhkanla®a kasus diatas, pencabutan
kepailitan yang diajukan oleh tim kurator dengaasah tidak cukup harta yang salah
satunya disebabkan oleh hibah.

Putusan kepailitan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST fawan Tjandra tersebut
akhirnya dinyatakan batal. Hakim menyatakan mengabyermohonan tim kurator dan
mencabut putusan pernyataan pailit. Lalu, hakina jogenjatuhkan biaya kepailitan dan
imbalan jasa kurator senilai Rp.250.000.000 jutza(chtus lima puluh juta rupiah) dan

memerintahkan Gunawan Tjandra untuk membayar beagabut diatas.

4.2 Analisa Kasus

421 Kekuatan Jaminan Harta Pribadi (Jaminan Perseorangan) Dengan
Mengenyampingkan  Pasal 1831 KUHPerdata Dalam  Putusan
No.74/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Terhadap Debitur Kurang Harta.

Jaminan primer maupun sekunder yang diserahkanudedalam perjanjian kredit
adalah bersifabccessoir. Dalam KUHPerdata sendiri diatur dua jenis jamjngaitu
jaminan harta kekayaan yang disebut juga jaminderhkdaan, dan jaminan perorangan.
Jaminan kebendaan merupakan jaminan fisik ataungammaterial yang mencakup
hipotik, gadai dan fiducia dan creditverband. Sg#tan jaminan perorangan yang juga
digolongkan sebagai jaminan nonfisik atau jaminammaterial, merupakan
pertanggungan yang dilakukan oleh seorang atah fgmanggung terhadap utang suatu
debitur.
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1. Pengertian dan pengaturan jaminan perorangan

Jaminan perorangarpdgfsonal guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan
kesanggupan yang diberikan seorang pihak ketigandatangka menjamin
pemenuhan-pemenuhan kewajiban debitur kepada piheditur, apabila debitur
yang menjamin tersebut dikemudian hari melakukalerei janji atau wanprestai.
Dalam hal ini dalam KUHPerdata diatur dalam pag8&0lampai dengan pasal 1850,
dan pasal 1316.

Jaminan yang merupakan penanggungan utang diartikdalam pasal 1820
KUHPerdata sebagai:

“suatu persetujuan dengan mana seseorang pihagakeguna kepentingan si
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi peakata si berutang, manakala
orang ini sendiri tidak memenuhinya”

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami kdtalknya tiga unsur yang
essensial dari jaminan sebagai sarana penanggbhotgrg, yaitu:

a. Berorientasi dan mengacu pada adanya suatu hubumgag-pitang antara

debitur dengan kreditur.

b. Adanya kesepakatan atau persetujuan antara deldmgan kreditur
untukmenerima masuknya pihak ketiga sebagai penawgggutang dalam
hubungan hukum tersebut; dan

c. Adanya kesanggupan dar pihak ketiga yang dinyatdiadaim suatu persetujuan

untuk memenuhi perikatan debitur jika melakukan pvastasi.

Selain ketiga unsur diatas, karakteristik lain yamglekat dalam jaminan
perorangan ini adalah kemandirian dari penjamirardamemberi pertanggungan.
Maksudnya, penjamin diperkenankan oleh ketentuadabigrundang untuk tidak
memberitahu atau memperoleh persetujuan terlebliln dari debitur atas jaminan
yang disanggupi dan dinyatakannya kepada kreditur.

Sesuai dengan sifatnya yaasgesoir, menurut pasal 1821 ayat (1) KUHPerdata

bahwa tiada jaminan atau penanggungan apabila éidalperikatan pokok yang sah.

* Op.Cit., Rachmadi Usman, Hal. 23.
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Sebagai konsekuensi logisnya, maka perjanjian ypautgng yang dibuat debitur dan
kreditur harus benar-benar sempurna tanpa cac&urffjudalam bentuk dan sifat
apapun. Sebab, cacat hukumnya suatu perjanjiang ufaatang akan dapat
menyebabkan cacat atau batal demi hukumnya jamitearg yang dinyatakan dan
disanggupi oleh penjamin.

Seperti jenis penanggungan lain yang telah dikekarka bahwa pejamin
perorangan gersonal Guarantor) juga mempunyai hak-hak istimewa yang dimuat
dalam pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Terhadappdimjamin sendiri, bahwa
selain kriteria kualitas kemampuan yuridis dan ekois untuk melakukan suatu
penjaminan, dalam praktik perkreditan juga seriflgkdtkan persyaratan tertentu
dalam memberikan penjaminan.syarat tersebut adedanya terlebih dahulu dari
persetujuan dari istri atau bantuan suami agar tdapenjadi penjamin atau
mengadakan perjanjian penjaminan. Hal ini tidakwliglalam KUHPerdata, yang
dianggap sebagai dasar dan acuan yuridis, meskiinhadlipandang berlebihan
mengingat bahwa dalam pewarisan yang diwariskanaladaeluruh hak dan
kewajiban dari pewaris, adalah pasal 1826 KUHPargaing menegaskan bahwa
perikatan-perikatan para penaggung beralih kepatlanarisnya. Oleh sebab itu,
ketiadaan persetujuan suami atau istri dapat s&agakibatkan suatu perjanjian
penjaminan yang dibuat menjadi batal demi hukum.

Debitur tidak diperkenankan menjadi penanggung fawatang Guarantor)
dalam bentuk dan sifat apapun terhadap hutangmsiealts debitur secara yuridis
formal telah menjadikan seluruh harta bendanya yani;h ada maupun yang akan
ada dikemudian hari menjadi jaminan atas utanggumigan (pasal 1131 KUHPerdata).
Kemudian, jika diadakan tambahan kredit dan ataypgmgangan masa perjanjian
kredit yang dijamin penanggungan utang, maka hasebait harus dengan
sepengetahuan dan persetujuan penanggung u@uagafitor) yang bersangutan.
Setidak-tidaknya dapat dikemukakan tiga argumentasdis terhadap hal dibawah
ini:

a. Setiap utang yang dijamin penjamin harus diketakehnya, sehingga tidak akan
ada sangkalan mengenai adanya perubahan stuktit tamesebut, karena ia pun

ikut mengetahui dan menyetujuinya.
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b. Bahwa setiap perubahan perikatan pokoknya, makaraeguridis formal

perjanjian yang mengikutinya harus pula sesuai @empgrikatan pokoknya.

c. Tidak diperbolehkan untuk memperluas penanggungamgunelebihi ketentuan-
Iketentuan yang menjadi syarat saat mengadakaanparn kredit (pasal 1824
KUHUperdata)’

Sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa jaminanorgegan selalu
dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kewajibarajiean debitur dengan
menjaminkan seluruh atau sampai suatu bagian (nt&atentu dari harta benda
penjamin. Harta benda yang dijadikan jaminan dasita dan dilelang menurut
ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan (ekselugi)san-putusan pengadilan.
Apabila seorang penjamin telah membayar utang webitas pembayaran utang
sepenuhnya yang terdiri dari utang pokok, berupsyuwan biaya-biaya lain serta
dengan sendirinya dapat mengambil alih segala h&kdari kreditur terhadap
debitur, seperti gadai dan hipotek. Selanjutnyalardahal terdapat beberapa
penanggung atas pembayaran kembali utang debimjampin perorangan dapat
menuntut diadakannya pemecahan atau pembagian fgbaran secara rata atau
proporsional.

Secara keseluruhan dapat disebut , bahwa lembagaaja perorangn tidak
mengalami perubahan atau perkembangan yang fundandeham praktik jaminan
kredit, sekalipun usia lembaga ini sama tuanya aemdJHPerdatd®

2. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan merupakan jaminan tambahan dataktik perbankan.
Artinya jaminan ini hanya untuk memeprkuat jaminatama berupa jaminan
kebendaan, atau apabila calon debitur tidak menmguyninan utama. Jaminan
perorangan ini dapat diberikan asalkan bank tetkiny(setelah diadakan penilaian)
akan integritas dan kredibilitas calon debitur.

°" Op.Cit., Hasanuddin Rahman, hal 177.

% R. Subekti, “Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Citra, 1991), hall5.
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Eksistensi dari jaminan perorangan hanya sebagangn tambahan umumnya
disebabkan oleh relatif sulitnya untuk melikuidharta penjamin. Hal ini berbeda
dari hipotik yang relatif mudah untuk dieksekusiabia debitur melakukan
wanprestasi atas fasilitas kredit yang diberikaendati demikian, fungsi jaminan
perseorangan ini juga cukup esensi untuk mempehkolaksud dan tujuan ketentuan
pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “séghlendaan si berhutang,
baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, bailgysudah ada maupun yang
akan ada dikemdian hari, menjadi tanggungan urggéla perikatan perseorangan”.

Jaminan perorangan juga ternyata memiliki kelebij)ang tidak dimiliki oleh
jaminan kebendaan, yang terutama adalah faktotaspoama baik dan kedudukan
yang terhormat, misalnya dalam bidang politik, hakatau dalam bidang ekonomi
dan bisnis?

Kelebihan ini menyebabkan jaminan perseoranganp tedéhargai dalam
perkreditan bank. Fakta memperlihatkan bahwa kngalilg diberikan selalu lancar
dalam pengembalianya, dan penjamin selalu bersediisk menyelesaikan kewajiban
debitur apabila wanprestasi. Hal itu semata-matacemgah agar reputasi penjamin
tetap terpelihara, dan terhindar dari tuntutan égmig) bank ke pengadilan. Dengan
perkataan lain, penjamin telah lebih dahulu memb&yeadit debitur yang macet
sebelum bank bertindak lebih lanjut untuk menardmkali dana kreditnya dari
debitur®®

Telah dipahami, uang yang diberikan sebagai kretih suatu bank kepada
nasabah adalah berasal dari tabungan masyarakandsskan kepercayaan bahwa
uang tersebut akan diurus dengan baik dan dijan@nggmbaliannya kepada
masyarakat. Oleh karena itu bank hanya boleh merkal uang tersebut sebagai
pinjaman kepada nasabah jika bank merasa yakindahsabah debitur mempunyai
iktikad baik dan kemampuan untuk mengembalikarapign beserta bunganya. Dari
hal ini tersirat pengertian, jaminan berfungsi ggbhaarana pengamanan modal dan
kepastian hukum bagi para kreditur (dalam hal imalah bank). Untuk

%9 staff.ui.ac.id/internal/131861375/material/Kredit-Fidusia , Diunduh Pada Tanggal 12
April 2011.

" Ibid.
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merealisasikan fungsi dan mencapai tujuan ini, nsakdu jaminan harus memenubhi
syarat sebagai berikft:
a. Dapat secara mudah membantu perolehan kreditatumhak yang memerlukan.

b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari ikredituk melakukan
(meneruskan) usahanya.

c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit daenbahwa barang jaminan
setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu pgalu dapat mudah diuangkan
untuk melunasi hutangnya si penerima (pengamieilikr

3. Luas lingkup jaminan perorangan

Aspek-aspek hukum perdata yang dominan dalam prialgdit perbankan adalah
asas kebebasan berkontrak, konsensual dan ikti&ike’bDari ketiga aspek, yang
sering dipandang paling hakiki mendasari pelaksapaminan perorangan adalah
iktikad baik. Bentuk jaminan yang bersifat pribadau subjektif ini dalam praktik
disebut juga dengan surat aksep dimana seseor&laf getiga menjamin tanpa
syarat untuk membayar kembali pinjaman pada wakiiagih atau waktu
pelunasannya apabila peminjam tidak melakukan vesitgsi.

pihak penjamin dapat menanggung pembayaran untukubeperutangan pokok
yang diterima debitur dan kreditthNamun tidak juga dilarang oleh undang-undang
Jika penjamin hanya menganggung sebagian sajgdertangan pokok, atau dengan
syarat-syarat yang ringan terhadap perutangan pdRekigan demikian seorang
penjamin tidak dapat dipertanggung jawabkan teqngmambayaran yang melebihi
perutangan pokok, maupun atas persyaratan utang iebnh berat. Bilamana
penanggungan utang diadakan melebihi atau dengaatssyarat yang lebih berat
dari utang pokok, maka penanggungan itu hanya satgikat penjamin atas jumlah
atau kewajiban debitur yang termuat dalam perutammzkok saja, dengan tidak
mengakibatkan penanggungan itu batal demi hukum d&pat dibatalkan sama
sekali (pasal 1882 KUHPerdata).

®1 R.Subekti, Op.Cit., hal 19.
%2 sytan Remy Shahdeni, Op.Cit., Hal.66.

83 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21992/3/Chapter%20ll.pdf , Diunduh
Pada Tangal 21Februari 2011.
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Pada umumnya pelaksanaan perjanjian Kfeging membutuhkan adanya suatu
jaminan perorangan, berorientasi pada kewajibankuntembayar sejumlah uang.
Akan tetapi jika jaminan itu diberikan untuk mengugg pemenuhan prestasi
tertentu yang bukan merupakan pembayaran sejuralad), mnaka dengan prestasi itu
harus dapat diperhitungkan dalam jumlah uang deagaan ketentuan perundang-
undangan. Hal ini selaras dendaitwinning dalam hukum eksekusi, dimana semua
bentuk perutangan diwujudkan dalam pembayaran gagti berupa uang, maupn
tujuan pemnjaminan pada umumnya yaitu menjamin petan piutang kreditur.

Terdapat beraneka ragam acuan dari pemberian jamleh perseorangan. Tidak
jarang ditemukan bahwa seorang penjamin mengikatkenuntuk penyelesaian
pekerjaan tertentu, jika si berwajib tidak mampunyetesaikannya. Hal demikian
dijumpai, misalnya, pada penanggungan pembanguB@mwborgtocht), atau orang
mengikatkan diri untuk memperbaiki kerusakan-kekeearumah sewa apabila
ternyata si penyewa rumah lalai memperbaikinya.

Selain itu, penjaminan dalam praktik adakalanyakiderbatas hanya untuk
menunjang pelaksanaan perjanjian pokok, melainkahpuati akibat-akiba utang,
seluruh jumlah biaya gugatan yang diajukan terhgulagk berutang utama, maupun
segala biaya yang dikeluarkan yang diperingatkanjap@n agar melaksanakan
kewajibannya ( pasal 1825 KUHPerdata). Penjamiarddlal ini disebut juga dengan
penjaminan tak terbata®iibeperkte Borgtocht).

Suatu penanggungan tidak dapat diadakan melekaloi ééngan syarat-syarat
yang lebih berat dari pada perutangan debitur, ¥ebal itu didasarkan kesepakatan
terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, jaminaaktitboleh melebihi perutangan
yang ditimbulkan perjanjian pokok. Hal ini menykah dalam penjaminan juga
berlaku asas “orang yang memberikan tidak melebga yang menjadi haknya”
(nemo plusiurisin alium transfere potest quam i pse habet).

Ketentuan perundang-undangan memungkinkan adamgeapgan dan atau bank
menjadi penjamin atas diri penjamin dalam suatargdhukum. Maksudnya, bahwa

penjamin itu bukan menjamin agar debitur memenuwdibannya, melainkan

64 Setidaknya ada tiga karakteristik perjanjian kredit yang membedakan dari perjanjian
pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUHPerdata, yaitu (a) bersifat konsensual, (b) tujuan
penggunaan dana kredit yan telah tertentu, dan (c) syarat cara penggunaannya (lbid.).
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menjamin agar penjamin memenuhi kewajiban jaminanmalam hal ini terdapat
penjamin utama Koofdborg) dan penjamin selanjutnyaahterborg; sub borg; sub
guarantor), dimana penjaminan diberikan untuk kepentingaediur®® Apabila
penjamin selanjutnya telah membayar seluruh utangka ia mempunyai hak
penuntutan kembali pembayaran (hak regres) terhsidppnjamin utama dan buan
atas debitur. Sebaliknya, hanya penjamin utama @ mempunyai hak regres
terhadap debitur.

Disamping itu dimungkinkan juga dua orang penjarsétara bersama-sama
mengikatkan diri selaku penjamin atas suatu utdiagi disini terdapat penjamin
pertama dan penjamin kedua. Konsekuensi yuridisgdah bahwa kreditur terlebih
dahulu harus meminta pemenuhan dari penjamin utasraun jika penjamin ini
tidak dapat melakukan kewajiban membayar kembatapgnya maka kreditur baru
dapat menuntut pembayaran dari penjamin kedua. ilgppbnjamin pertama telah
membayar seluruh utang debitur, maka ia tidak etrduk meminta pemenuhan
dari penjamin kedua, melainkan langsung dapat merp@menuhan kepada debitur.
Demikian juga sebaliknya jika pihak yang memenualngsung memintanya kepada
debitur. Hal ini berbeda dengan prakdighterborg yang tidak mempunyai hak regres
terhadap debitur, tetapi hanya mempunyai hak regreadap penjamin utama.

Dalam penjaminan penanggungan ada pula kemungkib@zowa seseorang
penanggung mengikatkan diri untuk suatu hutangabsgissama dengan si berhutang
secara tanggung menanggung. Maka penanggung yangkiae itu disebut
hoofdelijke borg atau penanggung solider. Dalam keadaan demikikreditur dapat
menuntut pemenuhan piutangnya baik kepada penaggmampun kepada debitur
masing-masing untuk seluruh utang.

Dalam perjanjian penjaminan atau penanggungan (lagaterjadi ada beberapa
orang yang mengikatkan diri untuk bertindak sebpgajamin untuk suatu utang dari
debitur yang sama. Apabila beberapa orang telalgikegkan diri sebagai penjamin
untuk seorang debitur yang sama, maka masing-mgsémgamin terikat untuk

keseluruhan hutang tersebut (pasal 1836 KUHPerd&tajnun, masing-masing

% Sri Soedewi Machsum, “Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok Jaminan dan
Perorangan”, (Jogjakarta: Liberty, 1980), Hal. 83.
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penjamin berhak untuk menuntut agar kreditur ténelahulu membagi-bagi piutang,
maupun untuk mengurangi jumlahnya sampai sesuajamebesar bagian masing-
masing penjamin, sehingga masing-masing penjaminjamgn hanya sebagian
hutang saja. Tuntutan pemecahan utang itu haryskdra pada waktu mereka
digugat untuk pertamakalinya dimuka hakim. Apalptda saat itu tidak diajukan
permintaan pemecahan utang, maka berlaku keterttapftiap penjamin terikat
untuk seluruh utang.

Dalam hal seorang penjamin menuntut pemecahan ,utaagun satu atau
beberapa penjamin lain berada dalam keadaan tidakpeon maka penjamin tersebut
oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan meankd@ggian orang-orang yang
tidak mampu itu ( pasal 1837 KUHPerdata). Namummapraktiknya , bahwa hak
untuk menuntut pemecahan utang dari para penjagmansiasa dilepaskan demi
kepentingan kreditur, sehingga kreditur dapat langsmenuntut pemenuhan pada
salah seorang dari penjamin yang dianggap palingipuasecara ekonomi untuk
membayar seluruh hutang. Bagi penjamin yang telemipayar seluruh utang, akan
mempunyai hak untuk menuntut kembali pemenuhandeegeabitur.

Dalam hal-hal tertentu penjamin juga mempunyai biatuk menuntut kembali
kepada para penjamin lainnya, masing-masing menpagtannya, yaitu apabila
digugat dimuka hakim untuk membayar utang atau ipdbBbitur dinyatakan pailit
(pasal 1844 KUHPerdata). Terhadap hal itu berlagtertuan tentang perutangan
tanggung menanggung, dimana bagi seorang debiltamdperutangan tanggung
menaggung yang telah membayar seluruh hutang, tidpit menuntut kembali dari
para debitur lainnya melebihi jumlah bagian masmasing (pasal 1293
KUHPerdata). Kemudian, apabila seorang diantaraekaertidak mampu untuk
membayar, maka kerugian tersebut wajib dipikucaera oleh para debitur lainnya,
termasuk debitur yang telah melunasi utangnya, ngasiasing menurut
perimbangan bagian masing-masing. Dengan adanymtkah yang menegaskan
bahwa bagi si penjamin yang telah membayar baruatdapenuntut kembali
pembayaran pada para penjamin yang lain, apalbiéudgatuh pailit mengakibatkan

penjamin tersebut lebih dulu harus berusaha untekumtut pembayaran dari para
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penjamin apabila digugat dimuka hakim, maka membpdimang baginya untuk
membebaskan para penjamin lainnya.

Dalam kasus ini, Gunawan Tjandra yang disebut selpsmjamin terhadap utang
PT.PJN kepada Rabo Bank, juga dianggap sebagatudel@®leh karena itu,
Gunawan Tjandra yang telah bersedia menjadi penjapgrseorangan telah
mengenyampingkan pasal 1831 KUHPerdata yang bé&8siPenanggung tidaklah
diwajibkan membayar kepada si berpiutang, sel&en $i berutang lalai, sedangkan
benda-benda si berutang ini harus lebih dahuluadidgan dijual untuk melunasi
utang-utangnya”, untuk itu Gunawan Tjandra harusyemhkan segala bentuk harta
pribadi yang ada dan yang akan ada dikemudiantaki yang bergerak maupun
yang tidak bergerak.

Seperti yang dikatakan dalam bab sebelumnya, Heslgtur pailit merupakan
keseluruhan harta kekayaan debitur pada saat geamygailit dilakukan, beserta
harta kekayaan yang diperoleh selama kepailitah.téfaebut jelas diatur dalam
ketentuan Pasal 21 Undang-undang No0.37 tahun 2606tang Kepalilitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK& PKRY4Hrta debitur pailit yang
berada diluar harta pailit adalah alat perlengkamhm dan pakaian, peralatan yang
digunakan seorang pekerja dalam perusahaan, gd#jilugng pensiun/uang jasa,
sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawaskkeperluan hidup, dan

sejumlah uang yang diterima dari anak-anaknya.

Dalam kasus putusan kepailitan ini, kurator telaBngajukan permohonan
pencabutan kepailitan terhadap Gunawan Tjandraatealg@san bahwa debitur tidak
cukup harta. Atas permohonan kurator tersebutphéddah mengabulkannya dengan
mencabut putusan kepailitan No.74/PAILIT/PN.NIAGKRTIPST. Oleh karena
putusan pencabutan tersebut, maka harta debituav@mTjandra yang ada saat ini
tidak dapat dieksekusi. Gunawan Tjandra telah belaiskepailitan namun, tidak
bebas dari tanggung jawab yang ada.

Berdasarkan peraturan pasal 1131 KUHPerdata yamgj Ifeegala kebendaan si
berutang, baik yang tak bergerak, baik yang sudahnsaupun yang baru akan ada
dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segalikagen perseorangan”. Dengan

kata lain, Gunawan Tjandra tetap menanggung utangPJR dengan
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membayarkannya dengan harta yang akan ada dikemindia apabila saat ini

berdasarkan hasil penelusuran kurator hartanyl tidlup untuk membayar utang.

Terlepas apakah hal tersebut telah diperjanjiakaumpon belum. Jaminan ini bersifat

umum, lahir karena undang-undang, sehingga tidak @ela perjanjian jaminan

sebelumnya.
4.2.2 Akibat Hukum Terhadap Benda Hibah Dalam Hibah Yang Dilakukan Antara
Suami Istri Dalam Hal Suami Telah Dinyatakan Pailit Sebagaimana Dalam
Putusan No.74/PAILIT/PN.NIAGA.JKT.PST.

Dalam hal seorang suami ingin menghibahkan suatta Hzendanya

kepada istri, maka, seorang tersebut harus meddm@dda peraturan yang ada di

dalam KUHPerdata. Dilihat dalam peraturan bahwadan hibah tertera dalam

pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu perjanjian demgana sipenghibah,

diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidalat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenkibah yang menerima

penyerahan itu.

Dalam hibah, terdapat unsur-unsur yang harus tahpeyaitu:

1

Tinjauan yuridis ...,

Hibah adalah perjanjian sepihak (unilateral) ya#itu pihak (pemberi hibah)
sajalah yang berprestasi, sedangkan pihak lainpgaeima Hibah) tidak
memberi kontra prestasi.

Subyek-subyek hibah yaitu manusia-manusia hidupkdrahbayi dalam

kandungan, berdasarkan pasal 2 ayat (2) KUHPed#gtat menerima hibah
dengan diwakili oleh orangtuannya.

Objek hibah yang menurut pasal 1667 KUHPerdata da#&eynda-benda yang
ada yang dapat dihibahkan, baik benda bergerak umadgenda tidak

bergerak, sedangkan ayat (2) pasal tersebut mdwaetapahwa hibah

mengenai benda yang baru dan yang akan ada di kemhdri adalah batal
demi hukum.

Pihak penerima hibah tidak berkewajiban untuk memkentra-prestasi,

bukanlah pemberi hibah atas kemurahan hati sukaber@sesuatu dari harta

benda miliknya tanpa kontra-prestasi.
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5. Adanya asas ‘tidak dapat ditarik kembali’ yang beéfeahwa penghibahan
tidak dapat ditarik kembali oleh si penghibah dengada ijin pihak lain,
oleh karena tiap-tiap persetujuan hanya dapat ikditkembali dengan
kemauan dua belah pihak.

Terdapat catatan penting dalam hal adanya asak ‘ddpat ditarik kembali’,
asas tersebut terdapat pengecualiannya. Pengecyahg dapat membuat hibah
dapat ditarik kembali adalah sebagai berikut:

1.  Apabila penerima hibah meninggal dunia terlebihutialdari pada pemberi
hadiah. Menurut pasal 1672 KUHPerdata pemberi hidmam akta hibah
dapat menetapkan bahwa ia tetap berhak untuk mdsigeembali barang
yang telah dihibahkan, baik dalam hal penerima tibandiri, maupun
dalam hal penerima hibah beserta turunan-turunammgainggal lebih
dahulu dari pemberi hibah.

2. Apabila penerima hibah tidak melaksankan kewajikanajiban yang
dibebankan kepadanya dengan mana penghibahan ldifgksebagaimana
yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata sub l.abarundang-undang
disini memberi hak kepada pemberi hibah untuk meriypembatalan hibah
dimuka pengadilan karena dianggap tidak pantasilappbnerima hibah
tidak menghiraukan kewajiban-kewajibanya pemebiyaty padahal nilai
barang yang dihibahkan itu selalu melebihi nilav&gban-kewajiban itu.

3. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membaelakukan
kejahatan yang mengambil jiwa pemberi hibah atajahleéan lainnya,
sebagaimana yang terdapat pada pasal 1688 sulna@naliuntuk hal ini
tidak perlu adanya putusan pidana pengadilan ldatulu agar ketentuan
ini dapat diberlakukan.

4. Penerima hibah menolak untuk memberikan nafkahdeepemberi hibah
yang menjadi miskin, sebagaimana yang diatur dgtasal 1688 sub 3
KUHPerdata.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam p#ragtan adalah segala
larangan-larangan yang tertera dalam KUHPerdateand@an tersebut yaitu
Pemberi hibah dalam pasal 1668 KUHPerdata tidakhbdialam penghibahan
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menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untukuahemtau memberikan

kepada orang lain benda yang telah dihibahkan. HHitemikian adalah batal

demi hukum. Larangan itu jelas erat hubungannyg@alemasas ‘hibah tidak dapat
ditarik kembali’. Namun pemberi hibah berwenangukntienikmati hasil benda
hibah kepada diri sendiri atau kepada pihak kdpgaal 1669 KUHPerdata).

Pemberi hibah menurut pasal 1670 KUHPerdata tidalehb membebani
penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutangketaajiban- kewajiban
selainnya yang tercantum dalam akta hibah send#u alalam daftar yang
terlampir dalam akta hibah. Hibah demikian adalatalodemi hukum. Namun
demikian, pemberi hibah dalam pasal 1671 KUHPerdaavenang untuk
memakai sejumlah uang dari benda yang telah dik@yatApabila pemberi hibah
meninggal sebelum ia sempat menggunakan hak terseimka apa yang
dihibahkan tetap untuk seluruhnya menjadi milikgréna hibah.

Penghibahan kepada lembaga umum/ lembaga keagayaagn menurut
pasal 1680 KUHPerdata, lembaga umum atau lembaggakean tidak boleh
menjadi penerima hibah, kecuali setelah pengurdarbaadan itu telah diberi
kekuasaan oleh Presiden Republik Indonesia atagupsa yang ditunjuk olehnya
untuk menerima hibah.

Penghibahan dan bagian mutldleditime Portie) yang menurut pasal 913
KUHPerdata, penghibahan atau hibah wasiat tida&hboielebihi bagian mutlak
dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya #é@dianya seorang anak saja
yang menjadi ahli waris, naka hibah/ hibah wasdstkt boleh melebihi sepertiga
warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besaaym dengan bagian mutlak.

Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiatkan sed@pada orang-orang
yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, sepisginya orang yang telah
dewasa menghibahkan kepada bekas walinya atau o@my belum dewasa
menghibahkan kepada pengajarnya, dan lain-lain.

Selain itu, terdapat satu larangan penting yangditan erat dengan kasus
ini adalah larangan hibah yang tertera dalam pa&éaB8 KUHPerdata yang
melarang adanya hibah yang dilakukan antara sustmdalam perkawinan. Hal

ini menunjukan bahwa ketika penghibahan antara sisimtersebut dilakukan
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selama perkawinan masih berlangsung maka, pengmb&drsebut menyalahi
ketentuan yang terdapat pada pasal 1678 KUHPer#atajali barang yang
dihibahkan tersebut adalah barang-barang bergeaalg yerwujud yang tidak
terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengasaboeya kekayaan si penghibah
(pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata).

Maka dalam kasus ini, benda yang telah dihibahkaim Gunawan Tjandra
terhadap istrinya yang berupa tanah berserta ruyaaly berada di kawasan
Permata Hijau, Jakarta adalah tidak sah. Berdasat&d teori-teori yang telah
dikemukakan sebelumnya, bahwa Gunawan Tjandra ladgailbjek hukum yang
telah dewasa yang telah melanggar pasal 1678 KuUtdRer pasal tersebut
menyatakan “ dilarang adalah penghibahan antamaissai selama perkawinan.
Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadedhidh atau pemberian benda-
benda bergerak bertubuh, yang harganya tidak uerlaiggi mengingat
kemampuan si penghibah”.

Dalam penjabaran pasal tersebut, jelas adanyaapegkn hibah antara
Gunawan Tjandra kepada istrinya sebagai penerihahhiApalagi diketahui
bahwa, Gunawan Tjandra telah menghibahkan tanartbesimah yang nilainya
termasuk tinggi (diketahui bahwa benda hibah terskérada dikawasan elit).

Larangan tersebut didasarkan atas pertimbangan dsnighindarkan
peralihan harta benda suami kepada istri atauikalalyang dilarang oleh pasal
29 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentenggavinan dalam hal suami
istri kawin dengan perjanjian perkawinan. Apab#aahgan tersebut tidak ada,
maka bilamana suami mempunyai banyak utang ia dapagalinkan hak milik
atas barang-barang yang bernilai kepada istrinya #igak dapat didata dan
dileleang oleh pengadilan untuk pembayaran hutasigesni kepada krediturnya.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang KepailitaraP43 dan Pasal 44
yang mengatur mengenai jangka waktu pembatalarh hilemgan waktu satui
tahun sebelum gugatan dibacakan, maka hal tersielalt berlaku dalam kasus
yang menimpa Gunawan Tjandra. Peraturan tersethak sesuai dengan hibah
yang dilakukan oleh Gunawan Tjandra, yang dalanirhdleliau telah melakukan

penghibahan yang tidak sah secara hukum. Oleh &atngnbedasarkan peraturan
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yang berlaku dalam KUHPerdata, hibah tersebut ddipahtakan pembatalannya
dimuka pengadilan.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penubk&apsi ini antara lain adalah:

1. Bahwa adanya jaminan perseorangan seharusnya mentb@awpak yang positif
bagi kreditur. Dengan adanya pencabutan kepapitang dimohonkan oleh kurator
seakan makin mempersulit proses eksekusi hartéudeting seharusnya melakukan
kewajibannya sebagai penerima kredit. Namun demikidengan jaminan
perseorangan tersebut, meskipun terdapat pencakepailian, debitur tetap wajib
membayar utang-utangnya kepada kreditur. Meskipartahdebitur dinyatakan
kurang dan tidak dapat dieksekusi, namun debittaptenempunyai kewajiban
membayar utang-utang dengan harta debitur yang atardikemudian hari. Jadi,
pencabutan kepailitan yang ada, tidak melepaskavajfgn debitur yang harus
dilaksanakan.

2. Bahwa akibat hukum benda hibah yang dihibahkanaadadtal demi hukum karena
hibah yang dilakukan oleh Gunawan Tjandra adaldfarhiyang dilarang oleh
KUHPerdata. hibah yang dilakukan adalah hibah tahasuami kepada istri, hal
tersebut dilarang menurut Undang-undang pasal ¥8J78Perdata. pasal tersebut
menyatakan “ dilarang adalah penghibahan antanmisis&i selama perkawinan”,
karena harta tersebut berkaitan dengan harta bargang lahir sejak perkawinan
berlangsung. Adapun alasan lain Undang-undang arejaadanya hibah terhadap
suami kepada istri adalah dikhawatirkan terjadi-tHel yang akan menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, seperti adanya kasusDaiam hal tersebut diatas, hibah

yang dilakukan Gunawan Tjandra sangat merugikaakpkniditur. Dengan adanya
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hibah tersebut, kreditur menjadi sulit untuk memintebitur melakukan

kewajibannya.

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan rdengsalah kepailitan dan

hibah dalam kasus ini adalah:

1. Memperbaiki Undang-undang kepailitan yang berladar aidak terjadi lagi hal yang
sama menimpa kreditur lain;

2. Terdapat tumpang tindih hukum antara KUHPerdatalddK&PKPU, agar menjadi
acuan yang jelas bagi hakim dalam menentukan putyaa

3. Merubah jangka waktu yang terdapat dalam pasal 48K&PKPU, sehingga
seorang debitur tidak dapat melakukan iktikad budekgan cara mengihibahkan

harta kepada orang lain.
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PUTUSAN
NO.74FAILITR009P M NMIAGAJKT PST,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Neqgeri Jakarta Pusat yang memeriksa

dan memulus perkara permohenan kepaililan pada tlingkat pertamalelah

mengambil keputusan atas anjuran pencabutan  putusan kepailifan dalam
permohonan alara -

PT.BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA, suatu

perseroan_ terbatas vang didirikan  berdasarkan hukum  Negara

Republik Indonesiz dan berkantor < Plaza 89 Lantai 9 Jalan H.R

Rasuna Said Kav.X-7 No, 8 Jakarla 12940 Indonesia dalam hal ini

diwakili oleh kuaza hukumnya Thedy Zetro Malau, 3H Advokal pada

Firma Huwkum DMNC beralamat di-The Landmark Center,Tower

Blantai 8 ‘Jalan - Jenderal Sudirman No. 1 Jakarfa 12910

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 okisber 2009 dan

selanjutnya disebut sebagai Pemohon Pailif | <s——memmer oo

! Terhadap:

GUNAWAN TJANDRA warga neqara Indonesia jpemegang Kartu

tanda Penduduk No.08.5305.2611586.0301 beralamat di Permata

Hijau Blok E/89 Grogol Kebayoran Lama Jakarta dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa - hukumnya Ferdie-&eethiono, SH.MH  Adhiguna A

Herwinda, SHMH Advokat dari Kantor Hukum Ferdie Soethiono &

Paitners yang beralamal i Gedung Kreativ Haus,Suite 202 JI. KH

Masyim Ashari 45 3 Jakarla Muzat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 9 Cesember 2008 sebagai Termohon Pailit | ——meemmeme-

Pengadilan Miaga fersebut ;== e
Telah membaca Putusan Pengadilar Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga
Jakarta Pusat Nomor 74/Pailit'2009/ PN Niaga/ Jkt. Pst tanggal 10 Februari 2010:--

Telah membaca pula laporan Hakim Pengawas tertanggal 19 Okteber 201

« TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
ini,seperti tertera dalam putusan tanggal 10 Februari 2010 dalam Putusan pokok
perkara yang amarnya berbunyi sebagai benkut ;

DALAM EKSEPSI
Menolak eksepst tErmIORON = e
DALAM POKOK PERKARA

Hal 1 dan & hal Pulusan No, T4/Paiit Z20089/PN.Naga, Jkl.Pst
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- Mengabulkan permohenan pernyataan pailit Femoban untuk seiuruhnya)—--—------

- Menyatakan Termohon Gupawan Tjandra pailit dengan  segala akitral

hukumnya - mmn e e o s
- Menunjuk Nirwana, S.HMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negen / Niaga
Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas —--———-msummmmmmnommmme s e oo oo
Mengangkat Suhendra Asido Hutabarat,.SH..SE. MM, M H. dan Bertua
Hutapea,SH Kurater beralamat di kantor di Ji. Hayam Wuruk Jakarta Pusat
vang terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di bawah
No, C HT 05.15.114 tanggal 7 Juni 2006 dan Bertua Hutapea SH Kurator
beralamat di kantor Jin. Hayam Wuruk Jakarta Pusat yang terdaflar pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  dibawah No.C HT 05.13 100
tariggal 24 Mel SEEE s alBC SN U (G -— S SaEa - TR, e com oo
Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Kehakiman Rl No. M 09 HT 05 10 Tahun
1009 setelah Kurator vang barsangkutan selesal menjelankan tugasnya selaku
R rator g8l 2 Do 1o R aitiEin B — —esisees e e S e
- Menghukum termchen unluk membayar baya. pormohenan  sebesar
Rp.641.000,80:(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) sessemmmemmeecaearme e
Menimbang bahwa setelah  dilakukan pengurusan  boedel pailit yang
dilakukan Team Kurator dibawah Pengawasan Hakim Pengawasmaka Hakim
Pengawas telah membuat laporan tertanggal 19 Oktober 2070 yang pada
pokoknya berbunyi sebagi berikut -
2. Saham — saham Debitor Pailit pada perusahaan — nerusahaan yang dilaporkan
tidak jelas keberadaan dan statusnya dan Tim Kurator lidak dapat menemui alamat
perusahaan —perusahaan tersehut sebagai benkit:
1. PT. Pralama Glass Intikarsa;

¢ PT. Pratama Pilar Maritim;

3. PT. Pratama Lintas Komunika,

4., PT. Dwi Informatika Selaras;

5, PT. KomunikagMultimeadia Selaras;
6 PT. Ananda Mikela Managemen,

7. PT. Nusaperdana Madiagraha,
b. Asset — asset yang ditamukan bernilal sangat kecil!
1. Tanah di Sindanglaya — Cianjur seluas 1220 M2;
2. Mobil Atez tahun 2001,
3. Tanah dengan lokasi di Desa Margasar — 5Serang.
¢. Asset — asset lain yang lidak diakui oleh Debitor Pailit yaitu:
1. Mobil — mobil antik yang berada dimuseum mobil antik sentul;
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2. Saham-saham pada beberapa perusahaan;

3. Tanah dan bangunan yang telah ditibahkan.
Bahwa sampai saat ini hal — hal yang dimintakan oleh Kurator kepada Debitor Pailit
terkait dengan pengurusan dan pengelolaan harta pailit tidak ditanggapi cleh
Debitor dan Tim Kurator telah melaporkan hal ini kepada Hakim Pengawas dan

Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk kiranya dapat melakukan tindakan

berdasarkan mekanisme hukum yang bertakuy,--s—-——-—mmemnne -

Sehubungan dengan dugaan tidak ditemukannya harta pailit atas nama Debitur
Pailit Gunawan Tjandra sehingga fidak mencukupl untuk membayar biava
kepailitan sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik
Indonesia Namor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajban
Pembayaran Utang, maka berdasarkan keadaan tersebut mohon pefunjuk untuk dapat

dilakukan pencabutan pernyataan pailit: Saena

Berdasarkan Laporan Tim Kuralor Gunawan Tiandra  (dalam Pailit) kami
Hakim Pengawas dapat mengambi| kesimpulan

« Bahwa team curator felah melakukan pengurusan dan atau pemberesan
harta pallit sebagaimana diatur dalam pasal 68 UU No. 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang |

« Bahwasaotelah dilakukan ketentuan dalam pasal 100 ayai(1) “Kurafor harus
membuat pencatafan hara pailit paling lambat 2 (dua) hari selelah menerima
sural putusan pengangkatannyva sebagal Kurator “dan pasal 102 "Segera
selelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator hartss. membuat daftar yang
menyalakan sifat jurmiah pintang dan ulang harta paili.nama dan fempat
tingaal kreditor beserta jumiah piutang masing — masing Kradidar © UL
No.37.Tahun 2004, ternyata harta pailit atas nama Gunawan Tjandra (dalam
paility tidak mensuikup,

« Bahwa sesual dengan ketentuan pasal 18 UU Rl Nomeor 37 Tahun 2004:

« ayat (1) "Dalam ha! harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia
Kradilor sementara jika ada,serla selelah memanggil dengan sah atau
mendengar Qc—}hitor.dapat memutuskan pancahutan putusan pemyataan
pailit.dan berdasarkan ayat (2) "Pufusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) divcapkan dalam sidang terbuka untule wmom ™.
Menimbang,bahwa dipersidangan kuasa Debitur,Kreditur dan Kurator hadir .-

Menimbang,bahwa Kreditur memberikan tanggapan secara lisan sebagai
herikut :Kreditur mengajukan permyataan dan penegasan bahwa Para Kreditur tidak

~ keberatan fterhadap Permaohonan Pencabutan Putusan Pernyataan  pailit
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berdasarkan Pasal 18 Undang - Undnag Mo, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU yang diajukan oleh Kurator Debilur Paitil Gunawan Tjandra dalam Perkara
Kepailitan tersebul di alas mremmerm e

Menimbang,bahwa Kuasa Debilur mangajukan tanggapannya terhadap
Usulan Kurator Untuk Mencabut Putusan Pernyataan Pailif yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa Debitur Pailit lelah bersikap kooperatif di dalam proses kepailitan
yang sedang berjalan Debilur pailit telah melaporkan/imelakukan apa - apa
saja yang menjadi kewajibannya dan membarikan kepada Kurator hal — hal
yang dimintakan oleh Kurator kepadanya, Dan,Kurator juga telah menyatakan
diri telah melakukan lugas = lugasnya didalam proses kepailitan yang
sedang berjalan.Sehingga jika Kurater melaporkan mengenai harta pailit dari
debitur Pailit maka Hulah apa yang sebenarnya ;

2. Jika kemudian Kurater berkesimpulan bahwa harla pailit tidak akan
mencukupi untuk membayar biaya kepailitan maka itu adalah hak dari pada
Kurator Danadalah  hak  danpada Pengadilanalas  usulan  Hakim
Pengawas.untuk  memutuskan pencabutan  putusan  pernvataan  pailit
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 avat(1) UU Kepailitan ;

3. Debitur Pallit hanya menghendaki agar huicum dapat dilegakkan didalam
perkara kepailitan terhadap diri Debitur Pailit ini.Sebab kepailitan terhadap
Debitur Pailit diwarnai oleh kenyataan — kenyataan adanya banyak kelidak-
sesuaian _dengan Hukum yang Dberlakwketidak sesuaian yang paling
menonjol adalah "HANYA ADA 1 (satu) Kreditur" vana mendaftarkan diri
kepada Kurator.Ini bukti bahwa sebenarnya debitur Pailit tidak layak untuk
dipailitkan semenjak semula karcna syaral adanya 2 (dua) atau lebih
J{‘rediiur tidakiah terpenuhi ;

Memperhatikan hal = hal tersebul kami memohon kepada Majelis Hakim untuk
dapat memberikan putusan sesuat dengan hukum dan pertimbangan yang adil dan

AR S BN e e e e e s e

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon Pulusan e e—.-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini seqala sasuatu yang
terjadi di persidangan dan termual dalam BA secara mutatis mutandis termuat pula
AAIAM PULISEN I m e o m e e

TENTANG HUKURMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan lujuan permohonan persidangan ini adalah
agar Pengadilan Niaga .Jakarta Pusal mencabul putusan Kepailitan GUNAWAN
TUANDRA e e o oo e s i o e
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tertanggal 10 Februar 2010 alas GUMAWAN TIANDRA sehagai Debitur

dikarenakan harta pailit tidak menaukuni untuk membayar biaya kepallitan -

Mengingat dan memperhatikan Pasal 18 Undang — Undang No. 37 tahun
2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran LHang j=esmmm=mmmsem=-
MENGADILT :

1, Mengabuikan Permohanan Pemohon Suhendra Asido Hulabarat,5H dan
Bertua Hutapea,5H Team Kurator Gunawan Tjandra (Dalam Pailit)----——-
2 Mencabut Putusan pemyataan pailit No, 74/ Pailit / 2008 [ PN. Niaga.
Jkt.Pst tertanggat 10 Februari 2010 dari Pengadilan Niaga pada
PerigagiiSipi el oo R 15 SEREE, S8 - -~ s nam i
3. Menetapkan jumiah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator sehaesar
Rp.250,000.000,,- (dUaratus limapuiul juta rupian) jssro-----—mmmmmrem—
4. Memerintahkan Debitor Pailt GUNAWAN TJANDRA  untuk membayar

biaya kepailitan dan imbaian jasa Kurator tersebuti-— s
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari @ Selasa tanggal 26
Cktober 2010 aleh Hakim = Hakim Pengadilan Niaga yang tergini dari @ HERDI
AGUSTEM. SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYARIFUDDIN, 8H. MH, dan
HYULMAN SH.MH masing — masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umurm pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut,serta WIJIASTUTLSH.MH

salaku Panitera Pengganii dihadir oleh Kreditur ,Debitur dan Kurator .

| HAKIMANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,
:I lli- r;-%.
SYARIFUDDIN,SH:MH o
b

HERDI AGUSTEN,SH.MH
H.YULMARY, SH.MH

Fanitera |:I>engganti,

1 |
LAl

WiJ q,-"as‘TjUTT.SH JH.
I| I."ll,l“"

b

§ IIl_.' III,
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